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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Profil Provinsi Papua

Propinsi Papua adalah Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang diberi Otonomi Khusus dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi Khusus sendiri adalah
kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua,
termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua, untuk mengatur
dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.

Provinsi Papua sebagai bagian dari NKRI menggunakan Sang Merah
Putih sebagai Bendera Negara dan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan.
Provinsi Papuadapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan
symbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera
daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai symbol kedaulatan.

Provinsi Papua terdiri atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota yang
masing-masing sebagai Daerah Otonom. Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas
sejumlah Distrik. Distrik (dahulu dikenal dengan Kecamatan) adalah wilayah
kerja Kepala Distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten/Kota; Distrik
terdiri atas sejumlah kampung atau yang disebut dengan nama lain. Kampung
atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

54
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setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui
dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten/Kota.

Di dalam Provinsi Papua dapat ditetapkan kawasan untuk kepentingan
khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atas usul Provinsi.
Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi yang baru dilakukan
atas persetuyjuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-
sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumberdaya manusia dan kemampuan
ekonomi dan perkembangan di masa datang.

Pemerintahan Daerah Provinsi Papua terdiri atas Dewan Perwakilan
Rakyat Papua (DPRP) sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Provinsi sebagai
badan eksekutif. Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi
Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan representasi
kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam rangha
perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan penghormatan
terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan
hidup beragama.

Kekuasaan legislatif Provinsi Papua dilaksanakan oleh DPRP. Jumlah
anggota DPRP adalah satu seperempat kali dari jumlah anggota DPRD Provinsi
Papua sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh
mudah, jika jatah anggota DPRD Provinsi Papua menurut UU Susduk MPR,
DPR, DPD, dan DPRD adalah 100 kursi maka jumlah kursi DPRP 125 kursi.

Pemerintah Provinsi Papua dipimpin oleh seorang Kepala Daerah sebagai
Kepala Eksekutif yang disebut Gubernur. Gubernur dibantu oleh Wakil Kepala

Daerah yang disebut Wakil Gubernur. Tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil
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Gubernur ditetapkan dengan Perdasus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan,

Berbeda dengan Provinsi-provinsi lain di Indonesia, yang dapat dipilih
menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memerlukan syarat khusus,
diantaranya adalah Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat:
orang asli Papua; setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dJan
mengabdi kepada rakyat Provinsi Papua; tidak pernah dihukum penjara karena
melakukan tindak pidana, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik; dan
tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang
telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dipenjara karena alasan-alasan politik.

MRP beranggotakan orang-orang asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil
adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-
masing sepertiga dari total anggota MRP. Keanggotaan dan jumlah anggota
MRP ditetapkan dengan Perdasus. Masa keanggotaan MRP adalah 5 (lima)
tahun. Pelantikan anggota MRP dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.

MRP mempunyai tugas dan wewenang, yang diatur dengan Perdasus,
antara lain: memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon
Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP; dan memberikan
pertimbangan dan persetujuan terhadap Rancangan Perdasus yang diajukan
oleh DPRP bersama-sama dengan Gubernur; Parpol Penduduk Provinsi Papua
dapat membentuk partai politik. Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi
Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua. Partai
politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan

rekrutmen politik partainya masing-masing.
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Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) adalah Peraturan Daerah
Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU 21/2001.
Perdasus dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur dengan
pertimbangan dan persetujuan MRP. Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi)
adalah Peraturan Daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan
kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perdasi
dibuat dan ditetapkan oleh DPRP bersama-sama Gubernur.

Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta
dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun-temurun. Pemerintah
Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan
mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan
peraturan hukum yang berlaku. Masyarakat adat adalah warga masyarakat
asli Papua yanghidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat
tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi di antara para anggotanya.

Hak-hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat
hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang
bersangkutan. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat
hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan
hidup para wargarya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan
air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyediaan
tanah ulayatdan tanah perorangan warga masyarakat hukum adat untuk
keperluan apapun, dilakukan melalui musyawarah dengan masyarakat hukum
adat dan warga yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai

penyerahan tanah yang diperlukan maupun imbalannya.
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Orang asli Papua  berhak memperoleh kesempatan dan diutamakan
untuk mendapatkan pekerjaan dalam semua bidang pekerjaan di wilayah
Provinsi Papua berdasarkan  pendidikan dan keahliannya. Dalam hal
mendapatkan pekerjaan di bidang peradilan, orang asli Papua berhak
memperoleh keutamaan untuk diangkat menjadi Hakim atau Jaksa di Provinsi
Papua. Orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia
yang terdiri dari suku-suku asli diProvinsi Papua dan/atau orang yang
diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papuva.
Sedangkan penduduk Papua, adalah semua orang yang menurut ketentuan
yang berlaku terdaftar dan bertempat tinggal di Provinsi Papua.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan penduduk Provinsi Papua wajib
menegakkan, memajukan, melindungi, dan menghormati Hak Asasi Manusia
di Provinsi Papua. Untuk hal itu Pemerintah membentuk perwakilan Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, Pengadilan  Hak Asasi Manusia, dan = Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi di Provinsi Papua. Untuk menegakkan Hak
Asasi Manusia kaum perempuan, Pemerintah Provinsi  berkewajiban
membina, melindungi hak-hak dan memberdayakan perempuan secara
bermartabat dan melakukan semua upaya untuk memposisikannya sebagai
mitra sejajar kaum laki-laki.

Dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa di Provinsi
Papua dibentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Tugas Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua untuk
pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia dan merumuskan dan menetapkan langkah-langkah rekonsiliasi.
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Setiap penduduk Provinsi Papua memiliki hak dan kebebasan untuk
memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. pemerintah Provinsi
Papua berkewajiban untuk menjamin: kebebasan, membina kerukunan, dan
melindungi semua umat beragama untuk menjalankan ibadan sesuai dengan
agama dan kepercayaan yang dianutnya; menghormati nilai-nilai agama yang
dianut oleh umat beragama; mengakui otonomi lembaga keagamaan; dan
memberikan dukungan kepada setiap lembaga keagamaan secara proporsional
berdasarkan jumlah umat dan tidak bersifat mengikat.

Pemerintah  mendelegasikan ~ sebagian  kewenangan  perizinan
penempatan tenaga asing bidang keagamaan di Provinsi Papua kepada
Gubernur Provinsi Papua. Pemerintah provinsi bertanggung jawab terhadap
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan
di Provinsi Papua. Pemerintah Provinsi juga wajib melindungi, membina, dan
mengembangkan kebudayaan asli daerah Papua. Pemerintah Provinsi
berkewajiban membina, mengembangkan, dan melestarikan keragaman
bahasa dan sastra daerah guna mempertahankan dan memantapkan jati diri
sebagai orang Papua. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa
Inggris ditetapkan sebagai bahasa kedua di semua jenjang pendidikan.

Sehubungan dengan kebijakan otonomi khusus di Provinsi Papua yang
merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi
Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua.
Pemberian kewenangan tersebut dilakukan agar penyelenggaraan pemerintahan

dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Papua dapat memenuhi rasa keadilan,
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mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat, mendukung terwujudnya
penegakan hukum, dan menampakkan penghormatan terhadap hak asasi manusia
(HAM) di Provinsi Papua, khususnya masyarakat Asli Papua.

Pemberian dana otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya
ditujukan untuk menunjang percepatan pelaksanaan otonomi khusus bagi
Provinsi Papua, dalam rangka mewujudkan keadilan, penegakan supremasi
hukum, penghormatan terhadap HAM, percepatan pembangunan ekonomi,
peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua dalam rangka
kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan provinsi lain di Indonesia. Dalam
bidang keuangan daerai, kekhususan yang diberikan kepada Provinsi Papua
terkait dengan pelaksanaan otonomi khusus adalah berupa adanya pos penerimaan
khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya setara dengan
2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional selama 25 tahun, yang
terutama ditujukan uniuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan serta pos dana
tambahan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang besarnya
ditetapkan antara pemerintah dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada
setiap tahun anggaran, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan
infrastruktur. Jumlah dana otonomi khusus yang telah diterima oleh Provinsi
Papua selama periode tahun 2002-2013, mencapai sebesar Rp.38.6 trilyun, yang
terdiri dari Rp.32,7 trilyun berupa dana otonomi khusus Papua dan sebesar Rp.5,8
trilyun berupa dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Papua.

Adapun perkembangan penerimaan dana otonomi khusus Propinsi Papua

tahun anggaran 2008 sampai 2013 dapat dilihat pada diagram grafik berikut ini.
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Gambar 2.
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Grafik Perkembangan Penerimaan Dana Otonomi Khusus Provinsi

Papua TA. 2008-2013

Selanjutnya perkembangan penerimaan dana tambahan infrastruktur dalam

rangka otonomi khusus Propinsi Papua tahun anggaran 2008 sampai 2013 dapat

dilihat pada

diagram grafik berikut ini.
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Gambar 3.
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Total pendapatan daerah pada APBD Provinsi Papua TA 2013 mencapai
sebesar Rp 8.184.736.386.000 yang terdiri dari pos penerimaan dominan sebagai
berikut:

a. PAD mencapai sebesar Rp 407,6 milyar atau sebesar 4,98 % dari total
penerimaan APBD,;

b. DAU mencapai sebesar Rp 1,88 Trilyun atau 23,08 % dari total penerimaan
APBD;

c. Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam mencapai sebesar Rp 479.4 Milyar
atau sebesar Rp 479,4 Milyar atau sebesar 5,86 % dari total penerimaan
APBD.

d. DAK mencapai sebesar Rp 133,8 Milyar atau 1,64 % dari total penerimaan
APBD.

e. Dana Otsus Papua mencapai sebesar Rp 4,35 trilyun atau sebesar 53,22% dari
penerimaan APBD.

f. Dana Tambtahan Infrastruktur mencapai sebesar Rp 571,4 milyar atau 6,98 %
dari penerimaan APBD.

g. Dana BOS sebesar Rp 331,8 Milyar

h. Dana Jamkesmas sebesar Rp 10.186 Milyar

i. Dana Askes Sosial sebesar Rp 5.075 Milyar.

Adapun pengalokasian dana otonomi khusus Provinsi Papua Tahun

Anggaran 2013 tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini.
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1.536.142.071.200 yang dialokasikan pada berbagai program dan kegiatan
strategis daerah. Kemudian 60% dana otsus bagian kabupaten/kota mencapai nilai
nominal sebesar Rp 2.304.213.106.800 ditransfer langsung ke kas daerah

kabupaten/kota sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD kabupaten/kota.

2. Gambaran Umum Kabupaten Nduga
a. Sejarah Singkat

Proses pembentukan Kabupaten Nduga adanya aspirasi masyarakat Nduga
dari delapan Distrik di Kabupaten Jayawijaya yaitu Distrik Kenyam, Mapenduma,
Yigi, Wosak, Geselema, Mugi, Mbua, dan Distrik Gearek, yang tertuang (yang
kini berada di Kabupaten Nduga) yang tertuang dalam Surat Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawjaya nomor 10/DPRD-
JWY/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang persetujuan Pembentukan Kabupaten
Nduga, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayawijaya
Nomor 08/PIM/DPRD-Jwy/2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Revisi Kedua
Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Jayawijaya nomor 05/PIM/DPRD-
Jwy/2007 tentang Cakupan Wilayah dan Ibukota Kabupaten Pemekaran Baru di
Kabupaten Jayawijaya, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Jayawijaya nomor 02/PIM/DPRD-Jwy/2007 tanggal 26 Januari 2007
tentang Persetujuan Dukungan Dana APBD Kabupaten Jayawijaya bagi Calon
Kabupaten Pemekaran Yalimo, Lanny Jaya, Nduga, dan Memberamo Tengah,
Tahun Anggaran 2007, Surat Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 125/33/BUP
tanggal 4 November 2004 Perihal Pembentukan Kabupaten Nduga, Keputusan
Bupati Kabupaten Jayawijaya nomor 5 Tahun 2007 tanggal 5 Januari tentang

dukungan Dana APBD Kabupaten Jayawijaya bagi Calon Kabupaten Yalimo,
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Lanny Jaya, Nduga, dan Memberamo Tengah, Keputusan Bupati Kabupaten
Jayawijaya nomor 15 Tahun 2007 tanggal 9 Februari 2007 tentang Cakupan
Wilayah dan Ibukota Calon Kabupaten baru Lanny Jaya, Yalimo, Nduga, dan
Memberamo Tengah, diperkuat pula dengan Surat Keputusan Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua nomor 5/DPRD-PIM/2005 tanggal 2
Februari 2005 tentang dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Papua nomor 5/DPRD-PIM/2005 tanggal 2 Februari 2005 tentang Dukungan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua pembentukan Kabupaten
Nduga di Provinsi Papua, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua nomor
042/DPRD/2007 tagga! 28 Februari 2007 tentang Pemberian Dana dari APBD
Provinsi Papua untuk Penyeleggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pemilian
Kepala Daerah Pertama bagi Calon Nduga, Surat Gubernur Provinsi Papua nomor
135/709/SET tanggal 7 April 2005 Perihal usul Pembentukan/Pemekaran
Kabupaten Baru, surat Gubernur Povinsi Papua nomor 400/1190/SET taggal 31
Mei 2005 Perihal Dukungan Pembiayaan bagi Kabupaten Baru di Provinsi Papua,
Surat Gubernur Provinsi Papua nomor 130/520/SET tanggal 1 Maret 2007 Perihal
Pemekaran 6 (enam) Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua, dan surat
Rekomendari Majelis Rakyat Papua nomor 05/MRP/PD-YT/2006 tanggal 18 Juni
2006 tentang persetujuan dan Mendukung Pemerintah Pusat untuk di mekarkan 4
(empat) Kabupaten Baru dari Kabupaten Induk Jayawijaya, yaitu Kabupaten
Memberamo Tengah, Lanny Jaya, Nduga dan Yalimo.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah telah melakukan kajian secara
mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan Pembentukan Daerah dan

berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Nduga, sehingga
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pada tanggal 4 Januari 2008 dikeluarkannya Undang-undang nomor 6 Tahun 2008
tentang pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua. Sehingga secara
Hukum Kabupaten Nduga telah berdiri sendiri sebagai sebuah Kabupaten Baru
yang terpisah dari Kabupaten Jayawijaya sebagai Kabupaten Induk; dan berhak
mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri sebagaimana diatur di dalam
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Nduga sebagai
Kabupaten Pemekaran Baru yang otonom di Provinsi Papua maka Gubernur
melantik Pejabat Bupati Kabupaten Nduga atas nama Menteri dalam Negeri (pasal
10 ayat 1-2-3 dan 4). Undang-undang nomor 6 Tahun 2008

Pejabat Bupati Kabupaten Nduga dalam melaksanakan tugasnya selain
mempersiapkan jalannya pemilihan dan pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Nduga yang Devinitif melalui pemilukada juga mempunyai tugas yang
lain yaitu menjalankan Roda Pemerintahan dan melaksanakan Pembangunan dan
kemasyarakatan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) telah menetapkan arah dan strategi pembangunan daerah untuk 5 (lima)
Tahun kedepan (2008-2012) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(RPJM) Daerah tersebut maka Pemerintah Daerah menyusun program
pembangunan skala prioritas sesuai dengan Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nduga, dalam arti pembangunan yang pertama harus dilaksanakan untuk
menopang pembangunan di sektor yang lain secara berjenjang dan bertahap dari
tahun ke tahun sehingga akan nampak peningkatan pelayanan pembangunan dasar

di Kabupaten Nduga.
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b. Keadaan Geografis

Kabupaten Nduga yang beribukota di Kenyam terbentuk tahun 2008
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008, memiliki luas wilayah
12.941 km2. Kabupaten ini terbagi menjadi 8 Distrik/Kecamatan. Distrik-distrik
tersebut antara lain Wosak, Kenyam, Geselma, Mapenduma, Mugi, Yigi, Mbuwa,
dan Gearek. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya.
Dari 8 distrik di Kabupaten Nduga, Distrik Geselma memiliki wilayah terluas
yaitu 22,43 persen dan Distrik Mugi sebagai distrik yang terkecil wilayahnya,
yaitu hanya 5,29 persen dari keseluruhan wilayah Kabupaten Nduga. Sebelah
Utara Kabupaten Nduga berbatasan dengan

Kabupaten Lanny Jaya dan Kabupaten Puncak, sebelah Selatan berbatasan
denganKabupaten Asmat, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Yahukimo
dan Kabupaten Jayawijaya, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten
Mimika. Distrik yang paling jauh dari ibu kota kabupaten adalah Distrik Geselma,
yaitu sekitar 67,50 km, sedangkan yang terdekat adalah Distrik Mapenduma
yang berjarak sekitar 37,28 km. Letak Geografis Kabupaten Nduga antara : Bujur
Timur: 137,450 -- 139,50, dan Lintang Selatan: 4,000 - 4,500.

Jarak dari Ibukota Kabupaten ke Ibukota Distrik Wosak : + 45,80 km
Kenyam : + 0,00 km Geselma : + 67,50 km Mapenduma : + 37,28 km Mugi : £
41,55 km Yigi : + 43,01 km Mbuwa : + 40,73 km Gearek : + 41,20 km. Batas
Wilayah Kabupaten Nduga, Sebelah Utara : Kabupaten Lanny Jaya Kabupaten
Puncak, Sebelah Selatan : Kabupaten Asmat, Sebelah Barat : Kabupaten Mimika ,
Sebelah Timur : Kabupaten Yahukimo Kabupaten Jayawijaya. Pemerintah

Daerah Kabupaten Nduga memiliki 8 distrik yang terdiri dari 32 kampung atau
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desa. Kedelapan distrik tersebut adalah Distrik Wosak, Kenyam, Geselma,
Mapenduma, Mugi, Yigi, Mbuwa, dan Gearek. Tahun 2011, sebanyak 32
kampung/kelurahan menerima dana Respek (Rencana Strategi Pembangunan
Kampung) yang dikucurkan Pemerintah Daerah Provinsi Papua masingmasing

sebesar Rp. 600.000.000,00.

¢. Perkembangan PDRB 2008-2012

Perubahan niiai PDRB atas dasar harga berlaku dari Tahun ke Tahun
dipengaruhi oleh perubahan kuantum produksi dan perubahan harga. Oleh karena
itu, kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku tidak selalu menunjukkan adanya
perbaikan ekonomi. Bisa saja peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku
disebabkan nleh faktor inflasi yang tinggi. Untuk melihat ada tidaknya perbaikan
ekonomi digunakanlah PDRB atas dasar harga konstan yang diperoleh dari PDRB
atas dasar harga berlaku yang telah dibebaskan dari faktor perubahan harga.
Perekonomian Kabupaten Nduga selama kurang lebih lima tahun terakhir selalu
mengalami peningkatan. Nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2008 sebesar
Rp. 76 Milyar Rupiah dan selalu bertambah hingga tahun 2012 perekonomian
Kabupaten Nduga mencapai 269 milyah rupiah. Peningkatan terbesar pada tahun

2012 hingga 60 milyar rupiah.
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Tabel 2.1
Grafik Nilal PDRB Kabupaten Nduga
Tahun 2007-2001* (Juta Rupiah)
F 300000 (~
3 250000 P -
& 200.000 L
& N
< 150.000
s v
& 100.000 L -
a. ;
‘& 50000 .
. 2008 2009 2010 2011 - 2012
# Berlaku 76.064 107.122 148982 | 208311 269.120
B Konstan|  44.436 55.677 70.079 90.860 110451

Gambar 5. Grafik Nilai PDRB Kabupaten Nduga Piovinsi Papua TA. 2008-2012
Jika dilihat PDRB menurut harga konstan, nilai PDBR kabupaten Nduga
juga selailu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun demikian
perkembangannya tidak secepat PDRB atas dasar harga di kabupaten Nduga dari
tahun ke tahun sehingga mémpengaruhi peningkatan nilai PDRB atas dasar harga
konstan 2000 telah mencapai 110 milyar rupiah, tumbuh 21.56 persen dari tahun
sebelumnya dan 148 persen jika dibandingkan dengan nilai tambah pada tahun

2008 yang saat itu bernilai 44 milyar rupiah.

d. Struktur Ekonomi

Selama dua tahun terakhir struktur perekonomian kabupaten Nduga di
dominasi oleh sektor jasa-jasa. Pada tahun 2012 ini sektor jasa-jasa memiliki andil
terhadap pembentukan PDRB Nduga sebesar 43,47 persen meningkat
dibandingkan dengan kontribusi sektor ini di tahun sebelumnya yang hanya
sebesar 41,04 persen. Sub sektor pemerintahan umum merupakan penyumbang

terbesar dalam sektor jasa-jasa ini. Peranan sub sektor ini terhadap pembentukan
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PDRB kabupaten Nduga adalah sebesar 43,40 persen. Sedangkan sektor pertanian
perannya semakin menurun. Pada tahun 2012 kontribusi ini sebesar 29,51 persen.
Angka tesebut selalu mengalami penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun
2008 peranan sektor pertanian mencapai 72,87 persen, di tahun 2009 peranannya
turun menjadi 58,20 persen di tahun 2010 kontribusi sektor ini mencapai 46,18
persen. Setelah sektor jasa dan pertanian, sektor yang menyumbang terbesar
dalam pembentukan PDRB kabupaten Nduga adalah sektor bangunan. Pada
tahun 2012 sektor ini menyumbang sebesar 24,60 persen.

Seiring pengembangan insfrastruktur di Kabupaten Nduga kontribusi sektor
ini selalu mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir. Urutan kecmpat
adalah sektor pengengkutan dan komunikasi, pada tahun 2012 persen sebesar 0,90
persen, kembali meningkat disbanding kontribusi pada tahun 2011 (0,77 persen).
Peranan sektor ini sejak tahun 2008 hingga 2012 tidak lebih dari 1 (satu) persen.
Peranan sektor perdagangan hotel dan restoran selama lima tahun terakhir kurang
dari satu persen Kontribusi sektor ini hanya berkisar antara 0,68 hingga 0,72
persen. Belum ada aktifitas ekonomi pada sektor listrik dan air bersih serta sektor
industry pengelolaan. Sehingga pada tahun 2011 ini tidak tercipta nilai tambah

dari kedua sektor tersebut.

e. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang kerap digunakan
untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu daerah. Pertumbuhan
ekonomi adalah proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang
diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan regional. Suatu daerah dikatakan

mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan PDRB riil di daerah
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tersebut. Untuk mengukur peningkatan riil PDRB digunakan PDRB atas dasar
harga konstan, dimana kenaikan ataupun meningkatnya laju pertumbuhan
ekonomi pada suatu tahun menggambarkan bahwa pada tahun tersebut
pembangunan ekonomi tumbuh dan berkembang lebih cepat dibanding Tahun
sebelumnya. Begitupun sebaliknya, menurunnya laju pertumbuhan ekonomi
menunjukkan perlambatan pembangunan ekonomi pcda tahun tersebut dibanding
tahun sebelumnya.

Dalam rangkaian penghitungan PDRB, laju pertumbuhan ekonomi diukur
dari pertumbuhan PDRB. Pertumbuhan ekonomi kabupaten Nduga selalu
menunjukan nilai yang positif. Selama kurun waktu lima tahun terakhir
pertumbuhan ekonomi Nduga berkisar antara 11,46 persen hingga 29,65 persen.
Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2011 sedangkan yang terrendah pada
tahun 2008. Di taiun 2012 pertumbuhan ekonomi kabupaten Nduga sebesar 21,56
persen lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami
pertimbuhan paling tinggi selama tahun 2012 adalah sektor bangunan yang
tumbuh hingga 44,96 persen. Disusul kemudian sektor pengangkutan dan
komunikasi. Pertumbuhan sektor ini mencapai 43,71 persen. Sumbangan sektor
bangunan terhadap pertumbuhan ekonomi Nduga sebesar 7,62 persen, sedangkan
sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
Nduga sebesar 0, 34 persen. Sementara itu sektor yang memiliki subangan
terbesar terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Nduga adalah sektor jasa-jasa
yaitu sebesar 12 persen, namun demikian pertumbuhan sektor ini pada tahun 2012

mencapai 32,37 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut.
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Gambar 6 Grafik Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nduga Provinsi Papua TA.

2008-2012

Selanjutnya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nduga, dapat

dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nduga

Tahun 2012 * (persen)

Sumber
Laju
No Lapangan Usaha Pertumbuhan
Pertumbuhan
Ekonomi
1 Pertanian 2,94 1,28
2 Pertambangan & Penggalian 11,47 0,04
3 Industri Pengelolaan
4 Listrik & Air bersih
5 Bangunan 44,96 7,62
6 Perdagangan, Hotel & Restoran 23,63 0,12
7 Pengengkutan & Komunikasi 43,71 0,34
8 Bank, Persewaan dan Jasa 14,63 0,09
] Jasa-Jasa 32,37 12,07
PORB 21,56 21,56

Catatan : * : Angka Sementara
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f. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah nilai dari hasil pembagian PDRB dengan jumlah
penduduk pertengahan tahun, dalam arti bahwa semakin tinggi jumlah penduduk
akan semakin kecil besaran PDRB perkapita daerah tersebut. Semakin tinggi
PDRB perkapita suatu daerah, semakin baik tingkat perekonomian daerah tersebut
walaupun ukuran iui belum mencakup factor kesenjangan pendapatan antar
penduduk.

Meskipun masih terdapat keterbatasan, indikator ini sudah cukup memadai
untuk mengetahui tingkat perekonomian suatu daerah dalam lingkup makro,
paling tidak sebagai acuan memantau kemampuan daerah dalam menghasilkan
produk domestik barang dan jasa. Nilai tambah yang bisa diciptakan oleh
penduduk Kabupaten Nduga sebagai akibat adanya aktifitas produksi menurut
harga berlaku, menunjukkan trend yang positif. Data tersebut memberikan arti
bahwa perekonomian Kabupaten Nduga terus membaik. PDRB perkapita pada
Tahun 2012 ( Januari-Desember ) adalsh sebesar Rp 2.826.030,11 atau naik
sebesar 13,2 persen dibandingkan Tahun 2011 yang sebesar Rp2.495.964,64.
Kenaikan tersebut masih dipengaruhi inflasi, sehingga tidak langsung
menggambarkan kenaikan kesejahteraan penduduk. PDRB perkapita yang diukur
dengan harga konstan dibagi jumlah penduduk pertengahan Tahun akan
menggambarkan ukuran tanpa pengaruh inflasi, sehingga akan menggambarkan
perubahan yang sesungguhnya. Secara riil, PDRB perkapita hanya naik sebesar
6,5 persen, yaitu dari Rp1.088.675,95 pada Tahun 2011 menjadi Rp 1.159.841,28

pada Tahun 2012. Peningkatan yang terjadi pada nilai PDRB, diikuti peningkatan
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PDRB perkapita atau per penduduk yang merupakan perbandingan antara total
nilai PDRB dengan jumlah penduduk kabupaten Nduga.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Nduga, dibentuk
perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah, badan, dinas daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat.

3. Profil Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Nduga
mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pengelolaan keuangan dan Asset daerah dan tugas-tugas lainnya yang diberikan
oleh Bupati. Visi yang diemban Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
tersebut yaitu, “Menjadi Institusi yang Transparan, Akuntabel dan Profesional
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah”. Sedangkan misi yang diemban adalah: (a)
Menyediakan Informasi pengeloiaan kewangan daerah yang akurat, relevan dan
tepat waktu; (2) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
sistem dan prosedur; dan (3) Meningkatkan kompetensi dan integritas kinerja
aparatur didukung sarana dan prasarana yang memadai.

Tugas pokok Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Nduga adalah: (a) Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan bidang
pengelolaan keuangan Daerah serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangan; (b) Menyusun dan melaksanakan
kebijakan pengelolaan keuangan daerah; (c) Menyusun rancangan APBD dan
rancangan perubahan APBD; (d) Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah

(BUD); (e) Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggung
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jawaban pelaksanaan APBD; dan (f) Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan
kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.

Fungsi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten
Nduga adalah: (a) Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD,;
(b) Penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah, pengesahan dokumen
perencaan anggaran satuan kerja perangkat daerah; (c) Pengendalian pelaksanaan
anggaran pendapatan belanja daerah; (d) Pemberian petunjuk teknis pelaksanaan
sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah dan pelaksanaan verifikasi
penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan
lainnya yang telah ditunjuk; (e) Pelaksanaan penyelengaraan sistem akuntansi,
pelaporan keuangan daerah, penyajian informasi keuangan daerah dan pedoman
pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah; (f) Pengusahaan dan
pengaturan dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD dan penetapan Surat
Penyediaan Dana serta pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna
anggaran atas beban rekening kas umum daerah; (g) Penyimpanan uang daerah,
pelaksanaan penempatan dan pengelolaan uang daerah serta penyelenggaraan
tertib administrasi aset daerah; (h) Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah dan atau pemberian pinjaman atas nama pemerintah
daerah; dan (i) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan bidang tugasnya.
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Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
terdiri dari:
Tabel 2
Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Nduga Provinsi Papua Tahun 2014

NO JABATAN ESELON PANGKAT
1 2 3 4
1 KEPALA DINAS ILb PEMBINA TK. I
2 SEKRETARIS TERDIRI DARI : [ILa PENATA TK. I
3 1. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN V.a PENGATUR TK. 1
4 2. KASUBAG KEUANGAN IV.a PENGATUR TK. I
5 3. KASUBAG PROGRAM DAN PELAPORAN IV PENATA MUDA TK. 1
6 KABID ANGGARAN TERDIRI DARI : ILb PENATA MUDA
7 1. KASIE PENYUSUNAN APBD IVa PENATA MUDA TK. 1
8 2. KASIE PENGENDALIAN APBD IVa PENGATUR
9 KABID PERBENDAHARAAN TERDIRI DARI : IIL.b PENATA MUDA TK. 1

1. KASIE PENERIMAAN, PENGELUARAN DAN

10 | PELAPORAN IV.a PENATA MUDA TK. 1

11 | 2. KASIE BELANJA PEGAWA] IVa PENATA MUDA TK. 1

12 | KABID AKUNTANSI TERDIRI DARI : IIL.b PENATA

13 1. KASIE PEMBUKUAN IV.a PENATA MUDA TK. 1
PENGATUR MUDA TK.

14 | 2. KASIE VERIFIKASI IV.a [

15 | 3. KASIE NERACA DAN KAS IV.a PENGATUR TK. I

16 | KABID ASET DAERAH TERDIRI DARI : IIL.b PENATA TK. 1

17 1. KASIE PERENCANAAN DAN PENGADAAN IV.a PENATA

18 | 2. KASIE INVENTARISASI DAN DISTRIBUSI IVa PENATA MUDA TK. 1

3. KASIE PEMELIHARAAN DAN

19 | PENGHAPUSAN IVa PENATA

20 | STAF -- PENATA
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21 | STAF - PENATA MUDA

22 | STAF - PENATA MUDA

23 | STAF -- PENATA MUDA

24 | STAF -- PENGATUR TK. I

25 | STAF - PENGATUR TK. I

26 | STAF - PENGATUR TK. 1

27 | STAF - PENGATUR TK. I
PENGATUR MULA TK.

28 | STAF - I

29 | STAF - PENGATUR MUDA

30 | STAF - PENGATUR MUDA

31 | STAF - PENGATUR MUDA

32 | STAF - PENGATUR MUDA

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, 2014

Elemen dalam struktur organisasi tersebut harus dapat bekerjasama dan
berupaya melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga implementasi
otonomi khusus mampu mendukung pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten

Nduga di masa yang akan datang.

B. Implementasi Otonomi Khusus dalam Pengelolaan Keuangan daerah di
Kabupaten Nduga

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi
khusus selain diatur dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, diberlakukan
pula ketentuan khusus yang diatur dalam undang-undang lain. Bagi Provinsi
Papua dan Papua Barat diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua.

Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan

diberikan kepada provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
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setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.Istilah
otonomi ini dapat diartikan sebagai kebebasan rakyat untuk mengatur dan
mengurus rumah tangganya sendiri termasuk implementasi otonomi khusus di
Kabupaten Nduga. Dalam lal ini, rakyat telah mendapatkan kewenangan dan
kekuasaan yang lebih besar untuk mengatur penegakan hukum dan ketertiban
masyarakat, mengatur sumber daya alam yang dimilikinya untuk kemakmuran
rakyat, dan tetap memberikan tanggung jawabnya serta kontribusinya terhadap
kepentingan nasional. Demikian juga di dalam melaksanakan pembangunan
daerah seperti infrastruktur, sosial, budaya, ekonomi, politik, hukum, dan
ketertiban di Kabupaten Nduga sesuai dengan karakteristik alam serta masyarakat
dan budaya yang unik dan tidak ada di daerah lain.

Otonomi yang diberikan kepada Papua bersifat khusus can berbeda dengan
otonomi yang diberlakukan di daeran-daerah lain. Kekhususan itu dapat dilihat
secara jelas dari titik berat otonomi pada tingkat provinsi, berbeda dengan UU
Nomor 32 Tahun 2004 yang meletakkan titik berat otonomi pada kabupaten/kota.
Hal ini sesungguhnya merupakan pengakuan bahwa masyarakat Papua adalah satu
kesatuan sosial, sedangkan kabupaten/kota termasuk Kabupaten Nduga
seharusnya hanya dilihat sebagai pembagian administratif atau kewilayahan saja.

Otonomi khusus menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Propinsi Papua dalam bab I perihal ketentuan umum Pasal 1
membatasi arti otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang akui dan
diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak

dasar masyarakat Papua. Selanjutnya dalam bab IV tentang kewenangan daerah,
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maka dalam Pasal 4 disebutkan pula batas-batas kewenangan, vyaitu:

“Kewenangan provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan

keamanan, moneter, dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu

di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Jadi, otonomi khusus artinya pengakuan dan pemberian kewenangan yang

mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali lima urusan

yang disebutkan di atas. Jadi keseluruhan urusan pemerintah diberikan kepada
pemerintah daerah, sedangkan lima hal lain yang masih ada di tangan pemerintah
pusat.

Kekhususan otonomi di Papua termasuk di Kabupaten Nduga sesuai
dengan UU Nomor 21 Tahun 2001 dapat dilihat dari tiga hal, sebaga: berikut:

1. Adanya institusi representasi kultural orang asli Papuz, yaitu: Majelis Rakyat
Papua (MRP) yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan
hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap
adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan
hidup beragama. Melalui MRP sesungguhnya diharapkan hukum-hukum adat
yang hidup dalam masyarakat diakui keabsahannya sebagai hukum formal.
Kedudukan lembaga MRP tidak dijumpai di daerah lain, di mana dari sisi
wewenang yang dimiliki dapat dikatakan sebagai lembaga legislatif dalam
struktur parlemen bikameral (sebagai majelis tinggi). Sebagai representasi
masyarakat Papua, Majelis Rakyat Papua memiliki wewenang yang besar,

baik dalam pembentukan pemerintahan maupun dalam penyelenggaraan
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pemerintahan, MRP inilah yang akan menentukan bentuk konkrit kekhususan
pemerintahan Papua.

2. Adanya pengaturan yang bersifat khusus terkait dengan pendapatan daerah
untuk Papua. Kekhususan Papua adalah pada besaran dana bagi hasil untuk
sumber daya alam di sektor pertambangan minyak bumi sebesar 70% dan
pertambangan gas alam sebesar 70%. Persentase ini !ebih besar dari persentase
yang diatur untuk daerah lain, di mana bagi hasil pertambangan minyak bumi
untuk daerah adalah 15,5% dan untuk gas alam 30,05%. Selain itu, terdapat
“penerimaan khusus” dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang
besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional.

3. Diakuinya eksistensi kultural melalui penggunaan simbol-simbol khusus yang
merepresentasikan eksistensi Papua, penamaan lembaga, serta penamaan
aturan yang juga bersifat khusus.

Seiring dengan pemekaran provinsi Papua menjadi Provinsi Papua dan

Papua Barat, paket UU ini kemudian yang telah diubah dengan Perpu No. 1

Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 57 dan TLN No. 4843). Hal-hal mendasar yang

menjadi isi Undang-undang Otonomi Khusus bagi Papua, adalah:

1. Pengaturan kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah Provinsi Papua
serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan
dengan kekhususan;

2. Pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan mendasar;

3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang berciri:
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a. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan
pembangunan melalui keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum
perempuan;

b. Pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk
memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan
penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada
prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan,
berkeadilan dan bermanfaat langsung bagi masyarakat;

c. Penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan yang
transparan dan bertanggungjawab kepada masyarakat.

4. Pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta Majelis Rakyat Papua sebagai
representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan
tertentu.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka hal pertama yang ditekankan
adalah bahwa pengaturan kewenangan itu dilakukan dengan kekhususan, yang
kedua menjelaskan maksud kekhususan itu bahwa perihal kekhususan itu perlu
ada pada pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli papua serta
pemberdayaannya secara strategis dan mendasar.

Perihal pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang papua yang
menjadi kekhususan dari otonomi khusus tersebut, oleh Kepala Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah, wawancara tanggal 13 Maret 2015, memberikan

informasi sebagai berikut:
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Otonomisasi itu dijalankan sebagai tanggapan terhadap tuntutan kaum

minoritas yang berbeda suku dengan suku-suku mayoritas lainnya.

Pemberian otonomi khusus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan

keadilan, penegakan supremasi hukum, penghormatan terhadap HAM,

percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan
kemajuan masyarakat Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan
dengan kemajuan daerah lain.

Sehubungan dengan otonomi khusus melalui UU 21/2001 menempatkan
orang asli Papua dan penduduk Papua pada umumnya termasuk di Kabupaten
Nduga menjadi subjek utama penelitian. Dalam rangka mengimplementasikan
otonomi khusus tersebut, maka pemerintah setempat diarahkan untuk memberikan
pelayanan terbaik dan pemberdayaan rakyat. Selain itu, undang-undang ini
juga mengandung semangat penyelesaian masalah dan rekonsiliasi, antara lain:
dengan pembentukan komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Pembentukan komisi ini
dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masa
lalu dengan tujuan memantapkan persatuan dan kesatuan nasional Indonesia di
Provinsi Papua termasuk di Kabupaten Nduga.

Berdasarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan revisi dari
UU No. 21 Tahun 2001 yang ditujukan untuk memberikan dasar hukum bagi
pelaksanaan otonomi khususdi Provinsi Papua termasuk di Kabupaten
Nduga. Dalam undang-undang tersebut, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan
otonomi khusus bagi Provinsi Papua, sementara Provinsi Papua yang
dimaksud dalam undang-undang tersebut diterjemahkan secara berbeda-beda
oleh berbagai pihak. Provinsi Papua mencakup seluruh wilayah Pulau Papua
bagian barat. Dalam perkembangannya, bagian sebelah timur dari Provinsi

Papua dipisahkan menjadi Provinsi Papua Barat. Pemberlakuan otonomi

khusus bagi Provinsi Papua Barat memerlukan kepastian hukum yang sifatnya
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mendesak dan segera agar tidak menimbulkan hambatan percepatan
pembangunan khususnya bidang sosial, ekonomi, dan politik serta
infrastruktur di Provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, diterbitkan Perpu
Nomor 1 Tahun 2008 sebagai dasar hukum pelaksanaan Otonomi Khusus
di Provinsi Papua Barat.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, wawancara,
tanggal 13 Maret 2015, memberikan informasi bahwa, “Undang-
Undang Pemerintahan Papua dimaksudkan untuk penguatan jati diri dan harkat
martabat orang Papua, dan mempercepat pembangunan ditanah Papua,
serta lebih melihat persoalan sosial dan politik dengan rekonsiliatif.

Dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua mendapat bagi hasil dari
pajak dan sumber daya alam, yaitu:

1. Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 90%;

2. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 8(%

3. Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 20%

4. Kehutanan sebesar 80%

5. Perikanan sebesar 80%

6. Pertambangan umum sebesar 80%

7. Pertambangan minyak bumi 70% selama 25 tahun terhitung dari 2001.
Mulai tahun ke-26 menjadi 50% .

8. Pertambangan gas alam 70% selama 25 tahun terhitung dari tahun 2001.
Mulai tahun ke-26 menjadi 50% (lima puluh persen).

Sekurang-kurangnya 30% penerimaan pertambangan minyak bumi

dan gas alam dialokasikan untuk biaya pendidikan, dan sekurang- kurangnya
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15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi. Dana Alokasi Khusus yang
ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memberikan
prioritas kepada Provinsi Papua. Penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Khusus yang besarnya setara dengan 2% dari plafon Dana Alokasi
Umum Nasional, yang terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan
kesehatan yang berlaku selama 20 tahun. Dana tambahan dalam rangka
pelaksanaan Otonomi Khusus yang besarnya ditetapkan antara Pemerintah
dengan DPR berdasarkan usulan Provinsi pada setiap tahun anggaran, yang
terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Usaha-usaha erekonomian di Provinsi Papua yang memanfaatkan sumber
daya alam dilakukan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat,
memberikan jaminan kepastian hukum bagi pengusaha, serta prinsip-prinsip
pelestarian lingkungan, dan pembangunan yang berkelanjutan, yang pengaturan
ditetapkan dengan Perdasus. Pembangunan perekonomian berbasis kerakyatan
diiaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada
masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat yang dilakukan dalam kerangka
pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berperan dalam perekonomian
seluas-luasnya. Penanam modal yang melakukan investasi di wilayah Provinsi
Papua harus mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat adat setempat.
Pemberian kesempatan berusaha perundingan yang dilakukan antara
pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan penanam modal harus melibatkan
masyarakat adat setempat.

Sehubungan dengan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Nduga, maka indikator penelitian mengacu pada
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teori Edwards III (1980:17), yang dalam konteks implementasi kebijakan
menyatakan dengan teorinya bahwa ada empat faktor dalam implementasi
kebijakan termasuk implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga, yaitu:
komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Adapun implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga akan diuraikan berikut ini.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan syarat pertama bagi keberhasilan implementasi
kebijakan, di mana para administrator harus mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan, sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga dapat berjalan
dengan baik dan lancar. Jadi, komunikasi memegang peranan utama bagi para
administrator untuk mengkomunikasikan setiap program atau kegiatan dalam
mengimplementasi suatu kebijakan, termasuk implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga. Komunikasi harus
mempunyai standar dan tujuan jelas dan adanya kekonsistenan administrator
dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga akan terhindar dari adanya
konflik, mudah dan jelas dalam pelaksanaan kebijakan.

Komunikasi menggambarkan suatu tahapan yang menghubungkan unsur-
unsur yang ada dalam komunikasi itu sendiri. Komunikasi dalam implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga
dimaksudkan untuk memudahkan aparatur dalam meningkatkan akselerasi
pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi otonomi khusus. Hal ini

penting mengingat dalam proses komunikasi, setiap unsur yang ada di dalamnya
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yaitu seluruh staf personil merupakan penentu keberhasilan komunikasi kebijakan
sehingga dapat tepat sasaran, di mana seluruh kegiatan pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga sangat berkaitan satu dengan yang lainnya.
Komunikasi yang dilaksanakan dengan sasaran kepada objek komunikasi yaitu
seluruh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga pada khususnya dengan maksud untuk memberikan pemahaman tentang
materi komunikasi tentang implementasi otonomi khusus dalam meningkatkan
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga

Proses komunikasi kebijakan otonomi khusus, berdasarkan mekanisme
yang baik, meliputi: transformasi, konsistensi, dan kejelasan. Sebagaimana
dikemukakan oleh Edwards III, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan
komunikasi adalah: transmisi (fransmission) sebelum pejabat dapat
mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu
keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanannya telah dikeluarkan.
konsistensi (consistency) jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif,
maka perintah-perintah pelaksanaan harus kosistensi dan jelas. Walaupun
perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai
unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut
tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan
baik. dan kejelasan (clarity) jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan
sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya
harus diterima oleh pelaksana kebijakan, tetapi juga kominikasi kebijakan tersebut
harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yang diteruskan kepala pelaksana-

pelksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana suatu program
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dilaksanakan. Ketidakjelasan = pesan komukasi yang disampaikan berkenaan
dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang
salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Ketiga aspek
komunikasi tersebut harus dapat diterapkan dalam konteks dengan organisasi
publik yang ada di hirarki pemerintahan.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, wawancara
tanggal 14 Maret 2015, memberikan informasi sebagai berikut:

Tugas inti dari para pegawai kami adalah mengkomunikasikan kebijakan
dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang
maksud dan tujuan dari materi yang akan dikomunikasikan. Pesan-pesan
yang disampaikan oleh pegawai kadangkala berlainan dan tidak selamanya
scjalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar
apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh pegawai tidak bertentangan
atau saling mendukung satu sama lain.

Informasi di atas menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus dapat
berjalan dengan efektif, bila proses komunikasi yang dilakukan oleh seluruh
aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
dilakukan dengan penuh tanggungjawab sesuai prosedur. Dengan proses
komunikasi yang baik akan mendorong pegawai untuk dapat melaksanakan
tugasnya sehingga mendukung efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Proses komunikasi yang terkait dengan implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga sangat ditentukan oleh
3 (tiga) aspek, yaitu: transformasi atau penyampaian informasi, kejelasan

informasi, dan konsistensi penyampaian informasi. Proses komunikasi tersebut

akan diuraikan berikut ini.
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a. Penyampaian informasi (fransmission)

Penyampaian informasi atau pesan oleh seseorang dalam istilah
komunikasi disebut komunikator, sedangkan yang menerima pesan disebut
komunikan. Apabila antara komunikator dan komunikan tidak terdapat
kesamaan makna dikarenakan salah satunya tidak mengerti apa maksud isi
informsi atau pesan yang disampaikan, maka kondisi demikian dinyatakan
suasana komunikasi yang belum efektif.

Menurut Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
wawancara tanggal 14 Maret 2015, memberikan informasi sebagai berikut:

Proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi otonomi

khusus dalam pengeloiaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga,

antara lain melalui transformasi atau penyampaian informasi kebijakan
publik termasuk implementasi otonomi khusus. Penyampaian
informasi kebijakan tersebut ditujukan kepada sasaran yang tepat
karena dengan penyampaian informasi kebijakan otonomi khusus yang
jelas, maka dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah yang baik

di Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa komunikasi dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga dapat berjalan dengan baik, apabila ada
kejelasan dalam berkomunikasi antara aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, di mana penyampaian informasi yang
jelas dapat dimengerti dan dipahami seluruh pegawai yang merupakan faktor
penentu keberhasilan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Komunikasi dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

berisikan proses pertukaran informasi antara para aparatur pengelola keuangan

daerah, dan dalam proses komunikasi tersebut terjadi kegiatan-kegiatan yang
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dapat memberi/mengirim, menerima, dan menanggapi pesan-pesan yang
berlangsung dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan demikian,
pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan implementasi otonomi khusus
di Kabupaten Nduga ditunjang oleh keterbukaan dalam penyampaian
informasi yang baik melalui kebijakan otonomi khusus, seperti keterbukaan
dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, dan keterbukaan
dalam memberikan laporan pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian informasi yang jelas, dapat dimengerti dan dipahami
oleh aparatur, tentunya akan meningkatkan prosedur kinerja pengelolaan
keuangan daerah yang prima karena sudah jelas dan dimengerti. Sebagaimana
dikemukakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 14 Maret 2015, memberikan informasi
sebagai berikut:

Dalam memberikan kejelasan informasi tentang implementasi otonomi
khusus, maka pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah aparatur
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
telah mengupayakan kejelasan penyampaian informasi yang terkait
dengan penerapan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah, namun masih saja ada belum mampu melaksanakan tugas
dengan baik.

Penyaluran komunikasi oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga dalam implementasi otonomi khusus, akan dapat
menghasilkan suatu pelaksanaan yang baik apabila penyampaian informasi
tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur yang direncanakan. Oleh karena
itu, implementasi otonomi khusus tersebut harus dapat ditunjang penyampaian

informasi yang tepat dan jelas sesuai dengan sasaran, dengan begitu informasi

akan sampai dengan baik kepada seluruh aparatur pengelola keuangan daerah.
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Dengan demikian, dapat dikatakan penyampaian informasi terkait dengan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah masih
kurang baik karena masih ada pegawai yang belum memahami dengan jelas
informasi yang disampaikan tersebut.

Menurut Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 14 Maret 2015, memberikan informasi
sebagai berikut:

Secara umum interaksi komunikasi yang terjadi antara aparatur di

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga di

dalam mengimlementasikan otonomi khusus dapat dikatakan mash

kurang baik, hal ini dibuktikan dengan ketidakkejelasan di dalam
penyampaian informasi dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Padahal kejelasan informasi tersebut sebagai ukuran tentang tata cara

penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan

proses pelayanar umum yang wajib diinformasikan secara terbuka dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan agar mudah
diketahui, dipahami dan dimengerti oleh masyarakat.

Informasi di atas menunjukkan bahwa komunikasi sebagai pengoperan
pesan idea atau gagasan untuk menyatukan kekuatan sehingga terjadi interaksi
antara orang-orang yang berkomunikasi untuk mencapai tujuan yang telah
ditetapkan bersama. Dalam mencapai tujuan bersama yaitu mengefektifkan
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga melalui implementasi
otonomi khusus, sehingga diharapkan proses komunikasi dalam pengelolaan
keuangan daerah dapat berjalan dengan baik yang tentu didukung adanya
kejelasan dalam berkomunikasi antara aparatur keuangan daerah tersebut.

Menurut Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 16 Maret 2015,

memberikan informasi sebagai berikut:
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Penyampaian informasi mengenai implementasi otonomi khusus

dilakukan dengan penyampaian informasi kepada setiap kepala

bagian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Nduga. Sebagai tindak lanjutnya, maka para kepala bidang juga

menginformasikannya kembali kepada seluruh stafnya, bentuk

penyampaiannya melalui penjelasannya bahwa implementasi otonomi
khusus merupakan suatu aplikasi yang didesain untuk meningkatkan
efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Informas: di atas menunjukkan bahwa implementasi otonomi khusus
dapat berjalan dengan efektif, bila proses komunikasi yang dilakukan oleh
seluruh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga dilakukan dengan penuh tanggungjawab sesuai prosedur yang
telah ditetapkan. Komunikasi dalam implementasi otonomi khusus melalui
transformasi atau penyampaian informasi kepada seluruh aparatur Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga belum terlaksana
dengan baik. Padahal sangat diperlukan adanya kejelasan informasi dan
konsistensi di dalam penyampaian informasi tersebut. Proses komunikasi yang
baik akan mendorong aparatur untuk dapat lebih meningkatkan pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Proses implementasi otonomi khusus akan berjalan dengan efektif bila
proses komunikasi dilakukan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan
tujuannya. Tujuan yang direncanakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah terwujudnya efektivitas pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga melalui peengelolaan keuangan daerah

yang profesional. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga salah satunya adalah dengan
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komunikasi yang baik antara aparatur dengan masyarakat maupun aparatur
dengan aparatur lainnya.

Menurut Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 16 Maret 2015,
memberikan informasi sebagai berikut:

Proses penyampaian informasi terkait implementasi otonomi khusus

dalam pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh setiap Bidang dan

Kepala Seksi yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kabupaten Nduga, hal tersebut dilakukan agar informasi

cbijakan otonomi khusus tersebut dapat ditransformasikan secara
tepat kepada tiap aparatur. Penyampain informasi tersebut dilakukan
dengan cara memberitahukan kepada tiap individu melalui kepala
bidangnya bahwa pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah
dapat dilakukan dengan efektif sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, maka disimpulkan
bahwa proses penyaiuran informasi tentang implementasi otonomi khusus
telah dilaksanakan kurang baik, ini dibuktikan dengan masih kurangnya
upaya yang dilakukan oleh pihak pelaksana kebijakan dalam menyampaikan
informasi tentang implementasi otonomi khusus. Padahal, pelaksanaan proses
penyaluran informasi yang baik sangat membantu aparatur, terutama dalam
hal mengkomunikasikan implementasi otonomi khusus antara sub-sub bagian

dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga sehingga dapat

terlaksana secara efektif di masa akan datang .

b. Konsistensi (consistency)

Komunikasi terjadi jika ada interaksi diantara dua atau lebih individu,
dalam hal ini proses interaksi antar aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kabupaten Nduga terjadi setiap hari karena bekerja dalam
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lingkup organisasi. Komunikasi terjadi jika ada interaksi di antara dua atau
lebih individu, dalam hal ini proses interaksi antar aparatur terjadi setiap hari
karena bekerja dalam lingkup organisasi.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus konsisten atau tetap
sesuai tujuan yang telah ditentukan, jangan sampai kebijakan yang dibuat oleh
pemerintah menyimpang dari ketentuan di dalam mengimplementasikannya.
Implementasi otonomi khusus yang dilakukan harus sesuai dengan ketetapan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi
otonomi khusus tersebut tidak diragukan lagi karenaa dalam implementasi
otonomi khusus tersebut dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 18 Maret
2015, memberikan informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku agar tidak menyimpang dari peraturan yang dijadikan landasan
hukum dalam implementasi otonomi khusus tersebut. Meskipun
demikian, konsistensi penyampaian informasi tersebut masih kurang
karena masih ada pegawai yang kesulitas di dalam penyelesaikan
pekerjaannya.

Informasi di atas menunjukkan bahwa konsistensi dalam penyampaian
data yang dilakukan oleh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga masih kurang baik atau belum sesuai peraturan

yang ada. Ini dibuktikan dalam melaksanakan implementasi otonomi khusus

tersebut, instansi ini belum sepenuhnya berkonsisten dalam menjalankan
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tugasnya sesuai peraturan yang berlaku, agar aparatur dalam menjalankan
tugas tersebut tidak menyimpang dari ketentuan peraturan-peraturan yang
berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabankan. Dengan demikian, pihak
pelaksana kebijakan akan tetap konsisten di dalam menjalankan tugasnya dan
juga konsisten untuk mendukung implementasi otonomi khusus dalam
melakukan pengelolaan keuangzan daerah di Kabupaten Nduga.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 19 Maret
2015, memberikan informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Nduga, dintinjau dari aspek konsistensi dalam

penyampaian informasi terlaksana kurang baik karena kurang sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Padahal, peraturan sebagai pedoman
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah mendorong pegawai
untuk tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya
aparatur tersebut tetap berkonsisten dalam menjalankan tugasnya dan
juga konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Wujud dari ketidak konsistennya tersebut adalah tidak memberikan

kemudahan atau berbelit-belit yang menyulitkan, tidak transfaran dan

tidak profesional.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi
otonomi khusus ditinjau dari aspek konsitensi dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga tergolong kurang baik sehingga perlu
ditingkatkan agar dapat diwujudkan tercapainya tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga. Padahal, dengan
terwujudnya tertib administrasi tersebut, masyarakat diharapkan merasa puas
pada pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah. Selain itu, pegawai belum menampilkan diri sebagai pengabdiannya

yang memberikan kepuasan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah
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demi keberhasilan implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga. Oleh
karena itu, konsistensi yang terkait dengan implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah masih perlu ditingkatkan di Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

c. Kejelasan (clarity)

Kejelasan informasi merupakan suatu ukuran tentang tata cara
penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan proses
pelayanan umum. Pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka dan
dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan agar mudah diketahui,
dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Hal tersebut berarti kepuasan
pengguna jasa dipengaruhi oleh keterbukaan dalam pelayanan, berarti
keterbukaan dalam semua mekanisme yang dilalui, biaya pelayanan, dan
keterbukaan aparatur dalam memberikan pelayanan.

Peranan komunikator di dalam strategi komunikasi sangatlah penting,
strategi komunikasi harus luwes sedemikian rupa sehingga komunikator
sebagai pelaksana kebijakan dapat segera mengadakan perubahan apabila
ada suatu faktor yang mempengaruhinya. Suatu pengaruh yang menghambat
komunikasi bisa datang sewaktu-waktu, faktor—faktor yang mempengaruhi
bisa terdapat pada komponen media atau komponen komunikan, sehingga efek
yang diharapkan tak kunjung tercapai.

Seorang komunikator akan mempunyai kemampuan untuk melakukan

perubahan sikap, pendapat, dan tingkah laku komunikasi melalui mekanisme
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daya tarik jika pihak komunikan merasa bahwa komunikator ikut serta
dengannya, dengan kata lain pihak komunikan merasa adanya kesamaan
antara komunikator dengannya. Disinilah pentingnya komunikasi yang efektif
dalam implementasi otonomi khusus, pelaksana kebijakan harus bisa memberi
kenyamanan kepada seluruh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga agar implementasi otonomi khusus dapat terlaksana
dengan baik.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 19 Maret
2015, memberikan informasi sebagai berikut:

Informasi yang jelas di dalam implementasi otonomi daerah sangat
bermanfaat bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja. Kejelasan
informasi yang terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam
pengelnlaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga belum terlaksana dengan baik terutama
dalam hal perencanaan, pelaksanaan maupun dalam bentuk laporan
keuangan daerah. Padahal, dengan adanya kejelasan informasi tersebut
dapat membantu proses pengelolaan keuangan daerah, termasuk
memberikan banyak perubahan dalam mengefektifkan pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa kejelasan informasi yang terkait
dengan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
tergolong kurang baik. Padalal sangat diperlukan agar objek komunikasi dapat
dipahami dan dimengerti tentang maksud dan tujuan dari materi yang akan

dikomunikasikan tersebut. Pesan-pesan yang disampaikan kadangkala

berlainan dan tidak selamanya sejalan satu sama lain, tetapi proses komunikasi
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dapat berjalan lancar apabila pesan-pesan yang disampaikan oleh apartur
tersebut tidak bertentangan atau saling mendukung satu sama lain.

Salah satu faktor yang berpengaruh supaya tercipta peningkatan
efisiensi kerja adalah terjalinnya suatu komunikasi yang baik dan lancar di
antara para aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten INduga. Komunikasi tersebut mcrupakan syarat mutlak bagi
keberhasilan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah, di mana para pelaksana harus mengetahui apa yang seharusnya
dilakukan, sehingga proses komunikasi antara aparat pelaksana kebijakan
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dapat berjalan dengan baik
dan lancar. Proses komunikasi yang terjadi tersebut meliputi: komunikasi ke
bawah, komnunikasi ke atas, dan komunikasi horisontal. Ketiga bentuk
komunikasi tersebut memerlukan kejelasan informasi yang terkait dengan
implementasi otonomi khusus di dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga.

Komunikasi ke bawah ini terjadi jika kepala dinas dan kepala bagian
melakukan kegiatan alih pesan kepada bawahan secara terstruktur dan tidak
insidental, sehingga dapat menumbuhkan suasana kerja yang menyenangkan
dan secara tidak langsung meningkatkan produktivitas kerja aparatur di dalam
mengimplementasikan otonomi daerah di Kabupaten Nduga. Jika komunikasi
ke bawah berjalan lancar, biasanya motivasi bawahan untuk bekerja menjadi
lebih baik dan efisien. Di sinilah peran komunikasi dari atasan ke bawah

sangat penting, tidak hanya dalam kegiatan menyampaikan persoalan bisnis
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yang dihadapi oleh instansi, tetapi juga tentang keberhasilan usaha yang
terkait dengan prestasi dan kontribusi bawahan dalam suatu organisasi.

Komunikasi ke atas adalah komunikasi dari bawahan ke atasan yaitu
antara pegawai pada Seksi dengan aparatur Seksi lainnya dan antara aparat
Seksi kepada Kepala Bidang dan ditindak-lanjuti kepada Kapala Dinas.
Komunikasi ini dapat berupa berbagai macam laporan dan report yang
berbentuk hard copy dari data-data keuangan daerah Kabupaten Nduga.

Komunikasi horizontal adalah komunikasi antar aparatur yang setara
pangkat dan jabatannya. Komunikasi ini memungkinkan para aparatur yang
bekerja di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
khususnya apratur yang setara pangkat dan jabatan saling bertukar pendapat,
informasi dan data tentang pengelolaan keuangan daerah yang imenunjang
keberhasilan implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga.

Keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi, baik itu pemerintah
maupun swasta akan ditentukan oleh kesamaan pemahaman antar orang
yang terlibat dalam kegiatan komunikasi tersebut. Kesamaan pemahaman ini
dipengaruhi oleh kejelasan informasi/pesan, cara penyampaian pesan, perilaku
komunikasi dan situasi (tempat dan waktu) berkomunikasi. Komunikasi
organisasi biasanya menggunakan kombinasi cara berkomunikasi (lisan
tertulis, tayangan) yang memungkinkannya terjadi penyerapan informasi
dengan lebih mudah dan jelas.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 19 Maret

2015, memberikan informasi sebagai berikut:
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Secara empiris, pemahaman masing-masing orang berbeda perihal,
dimana sesuatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika
komunikasi tersebut diperlihatkan dibandingkan hanya diperdengarkan
atau dibacakan saja. Hal tersebut akan lebih baik lagi hasilnya jika
sesuatu yang dikomunikasikan tersebut selain diperlihatkan juga
sekaligus dipraktikkan agar yang informasi yang disampaikan tersebut
jelas dan dipahami dengan baik.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang
dilakukan oleh Kepala Dinas telah dimengerti oleh tiap Kepala Bidang,
sehingga dalam proses implementasi otonomi khusus adalah tersedianya data
keuangan daerah yang akurat dan tertata rapih yang dapat digunakan baik bagi
kepentingan pegawai yang bersangkutan, bagi pihak pimpinan, maupun pihak
instansi dalam hal ini adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, dimana pengelolaan keuangan daerah yang efektif akan
mendukung implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejelasan
komunikasi yang terbentuk dari interaksi antar aparatur pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang
baik. Ini dibuktikan masih ada pegawai yang kurang merespon dengan baik
mengenai informasi tentang implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah. Padahal melalu komunikasi tersebut akan tercapai tujuan
yang telah ditetapkan bersama. Jadi, adanya kejelasan dalam menyampaikan
informasi yang terkait dengan implementasi otonomi khusus sangat membantu
aparatur dalam mengelola keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

2. Sumber daya

Sumber daya kebijakan merupakan kebutuhan yang mutlak harus

dilaksanakan pada setiap organisasi melalui perwujudan dan interaksi yang

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



16/417@€)pdf

sinergis, sistematis dan terencana atas dasar kemitraan. Sumber daya sebagai
daya dukung dalam pelaksanaan suatu kebijakan oleh administrator publik untuk
menjalankan perintah-perintah kebijakan yang jelas, konsisten, dengan transmisi
yang tepat termasuk implementasi otonomi khusus. Sumber daya tersebut
meliputi: staf atau sumber daya manusia (staff), wewenang (authority), dan
fasilitas (facilities). Adanya sumber daya tersebut akan mengefektifkan dan
memudahkan administrator terhadap implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga. Adapun ketiga aspek sumber
daya kebijakan tersebut akan diuraikan berikut ini.
a. Sumber daya manusia atau staf
Sumber daya manusia adalah kemampuan terpadu dari daya pikir dan
daya fisik yang dimiliki individu, perilaku dan sifatnya ditentukan oleh
keturunan dan lingkungaunnya, sedangkan prestasi kerjanya dimotivasi oleh
keinginan untuk memenuhi kepuasannya. Sumber daya manusia yang bermutu
dan profesional merupakan kunci utama kinerja dan pertumbuhan ekonomi
suatu daerah. Karena itu, sumber daya manusia merupakan asset yang
berharga bagi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga dalam mengelola keuangan daerahnya. Hasil usaha yang telah dicapai
hingga saat ini tidak terlepas dari peranan besar sumber daya manusia
yang ada.
Sumber daya manusia merupakan hal yang dapat menentukan
keberhasilan implementasi otonomi khusus, karena manusia adalah sebagai
unsur penggerak dan pelaksana dari kebijakan. Dalam hal ini, sumber daya

manusia yang dapat menentukan keberhasilan implementasi otonomi khusus
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adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi yang handal. Potensi yang
handal tersebut dapat dilihat berdasarkan kriteria-kriteria, kriteria yang
dimaksud ditentukan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga. Kriteria yang diperlukan adalah aparatur yang ahli dalam
bidangnya dan ahli dalam administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Kriteria manusia yang dapat menunjang keberhasilan implementasi
otonomi khusus, yaitu berpotensi, mempunyai keierampilan, pintar, terdidik
dan terlatih serta siap sebagai pelaksana kebijakan termasuk implementasi
otonomi daerah. Sumber-sumber kebijakan yang dapat menentukan
keberhasilan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga adalah sumber daya manusia, modal, dan waktu.

Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 19 Maret 2015,
memberikan informasi sebagai berikut:

Kriteria sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong
kurang memadai dan belum memenuhi standar. Hal ini dibuktikan
dengan diadakan pendidikan ikatan Dinas secara berkesinambungan
bagi pegawai kejenjang yang lebih tinggi untuk mengikuti kuliah dan
mengikuti berbagai pelatihan, baik yang diselenggarakan oleh tingkat
kabupaten/kota, maupun pusat atau provinsi.

Pengembangan sumber daya kebijakan diarahkan kepada pembentukan
birokrasi bermartabat. birokrasi pemerintahan yang bersih, makmur, taat dan
bersahabat. Bersih dalam arti bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme

(KKN), Makmur dalam arti mampu memenuhi kebutuhan dasar dan

berkeinginan untuk mencapai kehidupan dan penghidupan yang lebih baik.
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Taat dalam arti birokrasi memahami dan mentaati serta menjalankan norma-
norma agama dan budaya serta peraturan-peraturan yang menjadi landasan
dalam penyelenggaraan pemerintahan, Bersahabat dalam arti mampu
versosialisasi, memberikan teladan dan menjadi panutan masyarakat serta
ramah dan bersahavat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengembangan aparatur beitujuan untuk meningkatkan kualitas
sumber daya aparatur dan untuk menumbuhkan sikap entrepreneur serta
kompetisi yang sehat di antara aparatur. Selain itu, juga ditawarkan pola
tender jabatan (job tender) kepada aparatur yang dinilai memiliki kemampuan
untuk menduduki suatu jabatan. Kebijakan ini dilakukan mengingat selama
ini, kebijakan mutasi aparatur masih menjadi sumber kerisauan jajaran
aparatur, terutama bagi aparatur yang sudah menduduki jabatan. Indikasi suka
dan tidak suka senantiasa menjadi isu yang menyertai setiap mutasi pegawai.
Bila tidak dikelola dengan baik, isu ini dapat mengancam solidaritas serta
soliditas aparatur itu sendiri. Bahkan tidak jarang mutasi dijajaran aparatur
dapat berakibat buruk secara politis dan menjadi medan tarik menarik antara
kepentingan politis dengan kepentingan profesional aparatur itu sendiri.
Pengembangan aparatur bertujuan agar aparatur dapat menyesuaikan
diri dengan perkembangan teknologi dalam melaksanakan tugasnya.
Pengembangan sumber daya aparatur diterapkan, supaya aparatur
mendapatkan pelatihan khusus dalam implementasi otonomi khusus.
Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara

tanggal 19 Maret 2015, memberikan informasi sebagai berikut:
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Pengembangan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, dapat dikatakan kurang
memadai, sehingga para pegawai mendapatkan pelatihan khusus dan
bahkan diberi kesempatan untuk melanjutnya pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi sesuai bidang tugas masing-masing pegawai. Hal ini
dimaksudkan agar dalam implementasi otonomi khusus para pegawai
dapat memiliki kemampuan kerja dan melaksanakan tugasnya sesuai
prosedur yang telah dgitetapkan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa pengembangan sumber daya
manusia sangat dibutubkan dalam pengelolaan keuangan daerah yang
mendukung terwujudnya keberhasilan impelentasi otonomi khusus di
Kabupaten Nduga. Hal ini tentu diperlukan sumber daya manusia yang
profesional dalam bidangnya, sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat
terlaksana sesuai prosedur yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

Bidang-bidang strategis dalam rencana strategis juga seharusnya
menentukan jenis, jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan
tersebut. Pengalaman menunjukkan bahwa sering kali pengembangan sumber
daya manusia tidak dikaitkan dengan kebutuhan strategis daerah, dan bahkan
terkesan kurang memberikan kontribusi bagi pemerintahan daerah itu sendiri.
Dalam konteks ini perlu difokuskan pengembangan sumber daya manusia,
yang meliputi: (1) keterampilan dan keahlian, (2) wawasan dan pengetahuan,
(3) bakat dan potensi, (4) kepribadian dan motif bekerja, dan (5) moral dan
etos kerjanya.

Rencana strategis telah memberikan arah pengembangan sumber daya

manusia dan kelembagaan di Kabupaten Nduga. Pengembangan sumber daya

tersebut dilakukan karena sumber daya manusia yang ada memiliki berbagai
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keterbatasan, sehingga harus dimungkinkan terjadi proses belajar sendiri dan
kolaborasi dengan pihak lain dan juga tidak harus dengan pemerintah pusat
seperti yang terjadi selama ini. Oleh karena itu, di masa mendatang setiap
pegawai diberi kebebasan untuk belajar dari/atau saling belajar dengan
pegawai dari kabupaten atau kota yang lain baik. Begitu pula lembaga-
lembaga vertikal yang ada, serta pusat-pusat pengembangan seperti perguruan
tinggi dan LSM yang sesuai kebutuhannya, melalui suatu jaringan kerja yang
terencana, dimana kolaborasi antara pegawai atau aparatur sangat niembantu

proses belajar cepat di daerah khususnya di Kabupaten Nduga.

b. Sumber daya anggaran dan waktu

Anggaran merupakan dokumen yang berusaha untuk mendamaikan
prioritas program dengan sumber-sumber keuangan yang diproyeksikan.
Anggaran menggabungkan suatu pengumuman dari aktivitas organisasi atau
tujuan untuk suatu jangka waktu yang ditentukan dengan informasi mengenai
dana yang dibutuhkan untuk aktivitas tersebut atau untuk mencapai tujuan
tersebut. Anggaran merupakan rencana jangka pendek yang disusun
berdasarkan rencana kegiatan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam
proses penyusunan program, di mana anggaran disusun oleh manajemen untuk
jangka waktu satu tahun, yang nantinya akan membawa pemerintah daerah
kepada kondisi tertentu yang diinginkan dengan sumber daya yang ditentukan.

Peranan anggaran pada suatu pemerintah daerah merupakan alat untuk
membantu manajemen dalam pelaksanaan, fungsi perencanaan, koordinasi,
pengawasan dan juga sebagai pedoman kerja dalam menjalankan pemerintah

daerah untuk tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan meliputi tindakan
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memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan
asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi
serta merumuskan aktifitas-aktifitas yang diusulkan yang dianggap perlu
untuk mencapai basil yang diinginkan. Jadi, perencanaan anggaran merupakan
salah satu fungsi manajemen yang merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi
manajemen lainnya.
Sumber daya anggaran terkait dengan implementasi otonomi daerah
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, meliputi:
1) Sumber daya anggaran gaji, honorarium dan tunjangan,
Sumber daya ini merupakan anggaran bulanan yang harus diberikan
kepada pegawai. Dengan adanya gaji, honorarium dan tunjangan tersebut
diharapkan pegawai memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam
melaksanakan kebijakan otonomi khusus tersebut sesuai dengan peraruran
perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diwujudkan efektivitas
pengelolaan keuangan daerah. Anggaran gaji, honorarium dan tunjangan
aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
diberikan berdasarkan golongan dan jabatan.
2) Sumber daya anggaran operasional perkantoran
Aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
mengeluarkan anggaran untuk penyelenggaraan operasional perkantoran,
seperti: anggaran untuk pembinaan administrasi pengelolaan kepegawaian,
contohnya: pembuatan surat keluar, dan diklat bagi kepegawaian. Begitu
pula anggaran untuk perawatan dan pengadaan sumber daya peralatan

kantor, seperti pembelian komputer dan printer, pemasangan dan
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pembayaran program internet, pembelian visat dan mesin fax, pembelian
dan pemeliharaan kendaraan. Selain itu, terdapat pula anggaran
penyelenggaraan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, seperti:
pembelian buku, lemari buku dan rak arsip. Kemudian anggaran untuk
merenovasi ruang pelayanan dan loket, seperto: merenovasi kursi tunggu
bagi masyarakat yang melakukan pelayanan dan mengganti kaca loket,
dan anggaran rutin untuk pemeliharan sistem kompuer dan perawatan
peralatan kantor. Pengeluaran anggaran operasional perkantoran tersebut
bertujuan untuk kelangsungan kinerja aparatur pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.
3) Sumber daya anggaran pembinaan pengelolaan tatalaksana pengelolaan
keuangan daerah
Anggaran ini dikeluarkan oleh aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga harus sesuai dengan kebutuhan.
Sumber daya anggaran dalam pembinaan pengelolaan tata laksana
pengelolaan keuangan daerah, seperti: anggaran penyelesaian perkara
perpajakan, anggaran pendaftaran surat gugatan, dan anggaran pencarian
bukti-bukti, dan anggaran untuk pendaftaran wajib pajak/retribusi daerah,
Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
terlaksana jika didukung oleh sumber daya anggaran kurang memadai.
Sumber daya anggaran tersebut menjadi sumber kewenangan Sekretariat dan
diserahkan ke Seksi Perencanaan dan Keuangan. Kewenangan yang

diserahkan ke bagian urusan Perencanaan dan Keuangan dimaksudkan untuk
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mengurus sumber daya anggaran agar terlaksana dengan baik dan tepat. Hal
ini dikarenakan anggaran harus dikelola oleh pegawai yang menguasai bidang
tersebut agar pegawai mampu mengimplementasikan otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 23 Maret 2015, memberikan informasi
sebagai berikut:

Sumber daya anggaran sangat diperlukan untuk keberhasilan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah,
karena semua program kebijakan tersebut memerlukan modal yang
tidak sedikit. Oleh karena itu, kesiapan modal sangat diperlukan,
seperti untuk pembelian alat-alat komputer, pengadaan sarana-
prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya.

Informasi di atas menunjukkan bahwa modal sangat diperlukan urtuk
mensukseskan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga, karena dalam pelaksanaannya banyak sekali
memerlukan modal atau dana. Anggaran tersebut juga digunakan untuk
pengadaan sarana-prasarana, jaringan komputer (internet), dan pengadaan
jaringan komunikasi.

Pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi
lainnya, ditunjang dengan adanya sumber daya anggaran sangat dibutuhkan
untuk mensukseskan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga. Tersedianya sarana-prasarana, serta
pengadaan jaringan komunikasi akan dapat mempermudah aparatur untuk

mengimplementasikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah

dengan tepat dan tertata rapih sesuai yang ditentukan.
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Skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian,
atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Sebagaimana
dikemukakan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 23 Maret 2015,

memberikan informasi sebagai berikut:

Sumber daya waktu sangat diperlukan, karena dalam implementasi

otonomi khusus diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan

tersebut dapat berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang
diperlukan melainkan manusia dan modal juga penting. Oleh karena
itu ketiga faktor ini sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan

implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa waktu merupakan suatu
penentuan agar kebijakan yang telah ada belum dapat dilaksanakan sesuai
waktu yang telah ditentukan. Dalam menentukan waktu untuk pencapaian
keberhasilan implementasi otonomi khusus tidak bisa ditentukan dengan
cepat karena tidak hanya waktu saja yang diperlukan melainkan hal-hal lain
yang dapat mendorong keberhasilan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah yang juga perlu diperhatikan.

Pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga di dalam memberikan kebijakan pada sumber
daya waktu maka perlu menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

a. Perumusan tujuan dengan jelas
b. Pembagian tugas pekerjaan

c. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab

d. Memahami tugas masing-masing
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Khusus mengenai pengelolaan keuangan daerah, maka Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga memberikan
kebijakan yang berkaitan dengan upaya peningkatn efektivitas dan efisiensi
sumber daya waktu terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuzngan daerah di Kabupaten Nduga. K.ebijakan otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, meliputi:

a. Perbikan sistem perpajakan dan retribusi yang rumit;

b. Perbaikan kondisi pegawai dan peningkatan produktivitas;

c. Perbaikan penyusunan kantor pemerintah daerah;

d. Pendataan dan pelaporan data wajib pajak dan retribusi daerah;

e. Penyempurnaan tarif pajak secara periodic sesuai perkembangan sosial
ekonomi;

f. Penyempurnaan prosedur penetapan pajak;

g. Penyempurnaan mekanisme penagihan pajak dan retribusi daerah:

h. Peningkatan penegakan hokum pajak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya
anggaran dan sumber daya waktu sangat diperlukan dalam mewujudkan
keberhasilan implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga, karena
dengan adanya waktu dapat ditentukan kapan implementasi otonomi
khusus tersebut dapat dilaksanakan, sehingga pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga dapat diefektifkan di masa akan datang.

¢. Sumber daya informasi dan kewenangan
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Data dan informasi merupakan Sumber Daya Informasi utama. Selain
itu, sumber daya informasi mencakup pula perangkat keras, perangkat lunak,
para spesialis informasi, dan para pemakai informasi. Dalam implementasi
otonomi khusus yang dilaksanakan olen Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupatzn Nduga, wewenang yang dimiliki harus bersifat formal
agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para pelaksana tidak
terlegitimasi sehingga dapat mengagalkan proses pelaksanaan itu sendiri.

Sumber daya informasi yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga merupakan suatu sistem untuk memfasilitasi
pelayanan dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan
daerah. Agar tujuan tersebut tercapai, maka sumber daya informasi yang
akan disampaikan kepada masyarakat harus memenuhi hal-hal berikut, yaitu:
(1) Akurat, yaitu pegawai dalam menyampaikan informasi pendaftaran wajib
pajak harus benar mengenai syarat-syarat pendaftaran, biaya pendaftaran dan
hasilnya sesuai dengan peraturan yang berlaku; (2) Tepat waktu, bahwa
pegawai memberikan informasi waktu mengenai selesainya proses
pendaftaran wajib pajak yang harus sesuai dengan kenyataan; (3) Relevan,
bahwa hasil dari proses pendaftaran wajib pajak berupa sertifikat yang
mempunyai kepastian hukum bagi wajib pajak; dan (4) Lengkap, di mana
pegawai dalam memberikan informasi mengenai pendaftaran wajib pajak dari

mulai syarat-syarat yang diberitahukan secara lengkap.
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Skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian,
atau bisa merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Sebagaimana
dikemukakan oleh Kepala Seksi Pengendalian APBD pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 23 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Sumber daya informasi yang digunakan dalam pengelolaar: keuangan
daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga dalam pelaksanaannya diperoleh dari: (a) Sumber daya
manusia, baik aparatur dan masyarakat yang melakukan proses
perndaftaran wajib pajak; (b) Sumber daya peralatan, berupa
komputerisasi; (¢) Sumber daya anggaran, yakni anggaran rutin untuk
biaya pemeliharaan komputerisasi, program internet dan sumber daya
peralatan lainnya yang mendukung proses pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa sumber daya informasi di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong cukup
baik. Agar sumber daya informiasi belum memadai, Pelaksanaan yang baik
harus pula didukung oleh sumber daya kewenangan yang dimiliki Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sehingga
administrasi pengelolaan keuangan daerah sesuai yang diharapkan.

Selanjutnya sumber daya kewenangan merupakan otoritas atau
legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan
secara politik. Sumber daya kewenangan diberikan kepada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga untuk menjalankan fungsi dan

tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya
informasi dan sumber daya kewenangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang memadai baik. Instansi
ini dalam implementasinya diberikan tugas, vyaitu: (a) Membangun
kepercayaan masyarakat pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga; (b) Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah
yang dianggarkan dalam realisasi PAD; (c) Memastikan penguatan pajak;
(d) Menangani masalah KKN serta meningkatkan partisipasi masvarakat
taat pajak; dan (¢) Membangun data base pengelolaan keuangan daerah

bersekala besar.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan dapat dilihat melalui pemahaman
dan pendalaman, arah respon kebijakan, intensitas kebijakan, jika pelaksanaan
ingin efektif maka para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang akan
dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.
Disposisi ini merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan sikap para
pelaksana untuk melaksanakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang
menjadi tujuan dapat diwujudkan.

Disposisi ini akan muncul diantara para pelaksana, sehingga yang
diuntungkan tidak hanya organisasinya saja tetapi juga diri sikap pelaksana
tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

(wawancara tanggal, 25 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:
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Disposisi yang dimaksud adalah sikap para administrator di dalam
melaksanakan suatu kebijakan secara efektif termasuk implementasi
otonomi khusus. Hal ini menunjukkan sikap rasa tanggungjawab masih
kurang dari administrator untuk mengimplementasikan otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga sehingga tidak
dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan kesunguhan.

Informasi di atas menunjukkanr bahwa aspek-aspek yang mendukung
kecenderungan dari administrator untuk melaksanakan implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga terkait dengan
disposisi, mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Edwards III, yaitu:
pentingnya pemahaman lebih lanjut dalam disposisi dengan memperhatikan
aspek: “effects of dispositions, staffing the bureaucracy, dan incentives”.

Pengetahuan, pendalaman dan pemahaman akan menimbulkan sikap
menerima, acuh tak acuh dan menolak terhadap kebijakan. Sikap menerima, acuh
tak acuh dan menolak akan menimbulkan disposisi pada diri pelaksana kebijakan
dan disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan
kebijakan tersebut. Pemahaman tentang maksud dari standar dan tujuan kebijakan
adalah penting, karena dengan pemahaman yang tinggi suatu implementasi
kebijakan yang berhasil dapat jadi gagal ketika para pelaksana tidak sepenuhnya
menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Sebaliknya, jika para pelaksana
menyebar dan mendalam terhadap standar dan tujuan di antara mereka yang
bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut merupakan suatu
potensi yang besar terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.

Karakteristik atau sikap pelaksana kebijakan dalam melaksanakan

implementasi otonomi khusus dapat dilihat melalui struktur birokrasi, norma-

norma atau aturan dan pola hubungan yang terjadi dalam struktur birokrasi.
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Struktur birokrasi merupakan acuan dasar bagi pelaksana kebijakan mengenai
pembagian tugas dan kewenangan yang diembannya. Aparatur Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam melaksanakan pekerjaannya
memperhatikan posisi jabatan yang diembannya. Sruktur birokrasi memegang
peranan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan serta
menciptakan kuitur birokrasi yang kondusif.

Sikap merupakan salah satu dari budaya birokrasi, sikap ini merupakan
kesepakatan individu tentang nilai-nilai bersama dalam kehidupan organisasi dan
mengikat semua pelaksana kebijakan. Sebagaimana Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret 2015), memberikan informasi sebagai
berikut:

Penerapan norma-norma di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, belum dilakukan sesuai peratutan atau tata tertib yang
berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala Dinas dalam setiap rapat
koordinasi. Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang
boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai karena norma menentukan
batas-batas normatif perilaku pegawai, menentukan sifat dan bentuk-
bentuk pengendalian dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang
dapat diterima oleh pegawai, dan menentukan cara-cara kerja yang tepat
sehingga pengelolaan keuangan daerah terlaksana dengan baik sesuai
peraturan berlaku.

Informasi di atas menunjukkan bahwa secara spesifik peran norma-norma
belum memadai sehingga perlu ditingkatkan karena penting dilaksanakan oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Dengan adanya
norma tersebut diharapkan pegawai dapat menciptakan rasa memiliki terhadap

organisasi, menciptakan jati diri para anggota organisasi, menciptakan keterikatan

emosional antara organisasi dan pekerja yang terlibat di dalamnya, membantu
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menciptakan stabilitas organisasi sebagai suatu sistem dan menemukan pola
pedoman perilaku sebagai hasil dari norma-norma kebiasaan yang terbentuk
dalam keseharian.

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Norma-norma yang terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam

pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan cara penegakan

kedisiplinan, keramahan dan kesopanan. Sectiap pegawai di dalam
memberikan pelayanan, baik sesama pegawai maupun masyarakat selalu
memperhatikan etika dan kesopanan dalam berkomunikasi terutama dalam
tutur bahasa, raut muka, maupun bahasa tubuh. Setiap pegawai dalam
mengelola keuangan daerah harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Begitu pula, petugas penilai teknis memberikan penilaian secara objektif

dan mengambil keputusan berdasarkan keahliannya, serta memberikan

masukan kepada pengambil keputusan berdasarkan keahliannya secara
jujur dan bertanggung jawab.

Informasi di atas menunjukkan bahwa meskipun ncrma belum memadai,
namun norma-norma tersebut sangat menentukan perilaku aparatur pelaksana
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Nduga. Norma-norma ini diharapkan akan menjadi budaya birokrasi yang mampu
menetapkan tapal batas untuk membedakan dengan birokrasi lain, mampu
membentuk identitas organisasi dan identitas kepribadian pegawai, menciptakan
komitmen organisasi, mampu meningkatkan kemantapan keterikatan sistem sosial
dan mampu berfungsi sebagai mekanisme standar pengelolaan keuangan daerah
yang transparan, guna menunjang kinerja yang berhubungan dengan pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Karakteristik atau sikap aparatur dalam melaksanakan kebijakan tentang

implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
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Nduga, meliputi: komitmen, norma-norma atau aturan, dan pola-pola hubungan
yang terjadi dalam birokrasi. Oleh karena itu, agar kebijakan tersebut terlaksana
efektif, maka para aparatur tidak hanya mengetahui apa yang akan dilakukan
tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya.

Disposisi yang terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, dapat ditinajau dari aspek:
(1) Komitmen, yakni dalam melaksanakan tugas-tugasnya belum sesuai
berdasarkan petunjuk teknis prosedur yang ada; (2) Kejujuran, yakni belum
dilakukan dapat terlaksana dengan baik; (3) Pendidikan, yakni hampir dapat
dikatakan kurang memadai karena jarang diadakannya latihan-latihan kedinasan;
(4) Demokratis, yakni semua kritik dan aspirasi dari aparatur Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sebagai pelaksana implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah tetap akan ditanggépi
sebagai masukan; dan (5) Norma-norma, yakni aturan-aturan bagi para pelaksana
kebijakan belum sepenuhnya ditaati dengan baik. Untuk lebih jelasnya akan
diuraikan berikut ini.

a. Komitmen
Komitment dalam organisasi adalah sebagai suatu keadaan dimana
seseorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan tujuan dan
keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.
Komitmen dalam organisasi merupakan sifat hubungan antara individu dengan
organisasi kerja, dimana individu mempunyai keyakinan diri terhadap nilai-
nilai dan tujuan organisasi kerja, adanyakerelaan untuk menggunakan

usahanya secara sungguh-sungguh demi kepentingan organisasi kerja serta
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mempunyai keinginan yang kuat untuk tetap menjadi bagian dari organisasi
kerja. Dalam hal ini individu mengidentifikasikan dirinya pada suatu
organisasi tertentu tempat individu bekerja dan berharap untuk menjadi
anggota organisasi kerja guna turut merealisasikan tujuan-tujuan organisasi
kenja.

Komitmen dalam organisasi adalah sebagai kekuatan yang relatif dari
individu dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian
organisasi, hal ini dapat ditandai dengan tiga hal, yaitu: (1) Penerimaan
terhadap nilai-nilai dan tujuan organisasi; (2) Kesiapan dan kesedian untuk
berusaha dengan sungguh-sungguh atas nama organisasi; dan (3) Keinginan
untuk mempertahankan keanggotaan didalam organisasi (menjadi bagian dari
organisasi).

Komitmen yang dipegang oleh Dinas Pendapatan Daerah dalam
melaksanakan implementasi otonomi khusus sesuai dengan Keputusan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No 13 tahun 2003 tentang Unsur
Pendukung Menajemen Perkantoran (UPMP), bahwa isi di dalamya
mengatakan agar pemerintah dapat meningkatkan hubungan kerja antar
instansi pemerintah serta dapat menyediakan pelayanan bagi masyarakat dan
dunia usaha secara efektif dan transparan, diperlukan kerangka arsitektur dan
platform yang kompatibel bagi semua departemen dan lembaga pemerintah,
serta penerapan standarisasi bagi beberapa hal yang terkait dengan

penggunaan teknologi telematika secara luas.
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Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Komitmen Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga masih kurang. Padahal sikap ini harus dimiliki oleh pegawai
karena dengan berkomitmen maka dapat mengimplementasikan
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan
aturan dan tujuan yang ditetapkan tanpa menyelewengkan suatu
pekerjaan apapun karena penerapannya mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, bahwa komitmen yang
dijalankan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga masih kurang, sehingga perlu ditingkatkan agar implementasi otonomi
khusus dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis prosedur administrasi
pengelolaan kecuangan daerali yang di dalamnya terdapat standarisasi-
standarisasi yang harus dilaksanakan sehingga mendukung keberhasilan
implementasi otonomi khusus.

Berdasarkan uraian di atas, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga dalam menjalankan kinerjanya belum sesuai dengan
komitmen yang dipegang teguh. Komitmen tersebut dapat dikatakan masih
kurang, ini dikarenakan aparatur yang diberikan kewenangan untuk mengelola
keuangan daerah melalui implementasi otonomi khusus belum sepenuhnya

berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya, sesuai dengan

nilai-nilai dan tujuan yang telah ditetapkan.
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b. Keterbukaan dan kejujuran

Keterbukaan merupakan hal terpenting yang harus dimiliki oleh
pelaksana Implementasi otonomi khusus yang ada pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, kejujuran merupakan sifat
terbuka apa adanya atau tidak ditutup-tutupi. Keterbukaan merupakan
perwujudan dari sikap jujur, rendah hati, adil, mau menerima pendapat, kritik
dari orang lain. keterbukaan adalah hal terbuka, perasaan toleransi dan hati-
hati serta merupakan landasan untuk berkomunikasi. Dengan demikian
dapat dipahami pula bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah
suatu sikap dan perilaku terbuka dari individu dalam beraktivitas.

Sikap keterbukaan dalam melaksanakan implementasi otonomi khusus
yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk akselerasi
pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisian sehingga dapat
membantu proses pengelolaan pendapatan daerah guna meningkatkan PAD
Kabupaten Nduga.

Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 30 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Sikap keterbukaan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong masih kurang sesuai dengan

prosedur telah ditetapkan, seperti kurang jujur dalam penyampaian dan

penyerahan informasi keuangan daerah Kabupaten Nduga. Padahal,
sikap jujur tersebut dapat memberikan dampak baik dalam pengelolaan

keuangan daerah guna menunjang keberhasilan implementasi otonomi
khusus di Kabupaten Nduga.
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Informasi di atas menunjukkan bahwa sikap keterbukaan atau
kejujuran merupakan salah satu ciri-ciri yang harus dimiliki oleh pegawai
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Melalui
sikap jujur tersebut implementasi otonomi khusus dapat terlaksana dengan
baik, sehingga akselerasi pengelolaan keuangan daerah terlaksana efektif dan
efisian dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Nduga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sikap
keteroukaan atau jujur aparatur pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga masih kurang. Padahal keterbukaan merupakan
wujud nyata pemerintah dalam kinerjanya melalui berbagai kebijakan
termasuk implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
agar dapat menginformasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan
keuangan daerah. Hal tersebut bertujuan agar tidak menimbulkan terjadinya
penyimpangan dan penyelewenangan dalara pengelolaan keuangan daerah
untuk mensukseskan otoromi khusus di Kabupaten Nduga.

¢. Tingkat pendidikan

Manusia merupakan penggerak atau pelaksana dari seluruh
pelaksanaan kebijakan, termasuk implementasi otonomi khusus. Untuk
memperoleh atau meningkatkan mutu dari aparatur pemerintahan dapat
dilakukan dengan beberapa hal, diantaranya: melanjutnya pendidikan ke
jenjang yang lebih tinggi atau melakukan pendidikan dan latihan (diklat) yang
diselenggarakan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga. Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah

membutuhkan pegawai yang profesional dalam bidangnya.
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Tingkat pendidikan yang tinggi mempengaruhi para pegawai dalam
mengimplementasikan otonomi khusus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga, karena semakin tinggi tingkat pendidikan,
maka semakin tinggi pula pengetahuan dan wawasan yang dimiliki sehingga
akan menciptakan aparatur yang berkualitas, terutama dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Dacrah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam implementasi

otonomi khusus, di mana pegawai yang ditugaskan sudah berupaya

melaksanakan kebijakan yakni implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah, namun masih kurang didukung oleh
tingkat pendidikan yang pada umumnya masih rendah. Padahal dalam
pelaksanaan tugas tersebut dibutuhkan pegawai yang berkualitas, yang
dapat dilihat dari berbagai perspektif, yakni: input, proses, dan output.

Input mutu yang tersedia sangat menentukan mutu pada kegiatan

proses, dimana perspektif input dan proses sangat menentukan

keberhasilan output atau produktifitas kerja pegawai.

Informasi di atas menunjukkan bahwaupaya yang dilakukan oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga adalah
dengan memberikan pendidikan kepada aparatur untuk mendapatkan beasiswa
sekolah lagi ke jenjang yang lebih tinggi. Upaya selanjutnya adalah dengan
menyelenggarakan pelatihan—pelatihan yang wajib diikuti oleh aparatur yang
ditunjuk untuk mengikutinya. Di antaranya adalah pelatihan jabatan, meliputi:
Latihan Pra Jabatan (pre service trainning) yaitu suatu latihan yang diberikan

kepada calon pegawai negeri dengan tujuan agar para aparatur dapat terampil

melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya; dan Latihan Dalam
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Jabatan (in service trainning) yaitu suatu latihan yang bertujuan untuk
meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat
pendidikan yang dimiliki oleh setiap aparatur pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga masih kurang memadai.
Padahal tingkat pendidikan tinggi sangat penting dan dibutuhkan dalam proses
implementasi otonomi khusus karena dengan tingkat pendidikan tinggi
tersebut diharapkan mampu mengetahui lebih banyak tentang proses
pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi otonomi khusus sehingga
akselerasi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nduga dapat diwujudkan

di masa akan datang.

d. Norma dan sifat demokratis aparatur

Norma merupakan aturan-aturan bagi para pelaksana kebijakan,
dengan adannya norma dapat membatasi sikap para pelaksana kebijakan agar
tidak bertindak sewenang-wenang. Norma sangat diperlukan oleh pelaksana
kebijakan, karena dengan adanya norma para pelaksana kebijakan dalam
melaksanakan tugasnya dapat terstruktur dengan baik sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. Norma atau aturan juga dapat mempengaruhi sikap pelaksana
kebijakan dalam menjalankan tugasnya, karena apabila bertindak sewenang-
wenang maka dengan adanya aturan tersebut dapat mencegah hal tersebut.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),

memberikan informasi sebagai berikut:
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Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
selalu memperhatikan norma atau aturan yang berlaku, karena
menginginkan implementasi otonomi khusus dapat berhasil. Selain itu,
juga dengan adanya norma atau aturan maka dapat menciptakan
kedisipilinan di antara aparatur, sehingga aparatur akan bekerja dengan
disiplin demi mencapai keberhasilan implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa norma atau aturan tersebut
berasal dari peraturan yang berlaku di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga dianggap masih kurang karena pelaksanaannya
tidak sesuai dengan Peraturan dan Tata Tertib Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Padahal, aturan tersebut akan menciptakan kedisipilinan pegawai dalam
melaksanakan tugasnya untuk mencapai keberhasilan implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Pengaruh dari adanya norma atau aturan tersebut adalah sikap dari
pegawai, dimana pegawai lebih disiplin dan profesional dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan prsedur yang telah ditetapkan. Hal tersebut dilakukan agar
keberhasilan implementasi otonomi khusus dapat tercapai secara maksimal
sesuai yang diharapkan. Hal ini tentu didukung oleh pelaksana kebijakan yang
tetap menjalankan kedisiplinan demi terciptanya pengelolaan keuangan daerah
yang efektif dan efisien di Kabupaten Nduga.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kabupaten Nduga masih perlu diefektitkan, karena aturan

merupakan langkah pemerintah untuk memberikan peringatan kepada

aparatur dalam menjalankan tugasnya. Peringatan tersebut bertujuan
agar pegawai dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari
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ketentuan hukum yang berlaku, karena dengan adanya norma-norma

tersebut para pegawai akan dibatasi sikapnya, dimana ia tidak dapat

bertindak sesuai dengan keinginan pribadinya melainkan menjalankan
tugas yang harus sesuai koridor hukum yang berlaku guna kepentingan
pemerintah dan negara.

Norma-norma yang berlaku tidak hanya berasal dari peraturan-
peraturan yang bersifat lebih tinggi kedudukan hukumnya, melainkan ada juga
norma-norma yang berasal dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga yang juga wajib diperhatikan oleh aparatur. Norma-norma
tersebut merupakan kedisiplinan dalam bekerja, saling menghormati antara
pelaksana kebijakan dan tentunya tetap konsisten dalam implementasi
otonomi khusus. Norma-norma yang ada bukan menjadi kendala, melainkan
tetap konsisten dan tetap jujur dalam melaksanakan implementasi ctonomi
khusus sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Demokratis mempunyai arti memberikan kebebasan kepada orang
lain untuk berpendapat dan menerima saran dan kritik. Sifat tersebut harus
dimiliki oleh pelaksana kebijakan agar kebijakan yang dibuat sejalan dengan
kepentingan dan tujuan semula dari implementasi otonomi khusus.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sifat demokratis yang dimiliki pegawai pada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong masih kurang.

Padahal sifat demokratis merupakan wujud atas kemampuan menerima

masukan atau aspirasi dari pihak lain, di mana pelaksana kebijakan

dapat memberikan kritik apabila kebijakan yang diterapkan tidak
memberikan perubahan terutama dalam pengelolaan keuangan daerah

yang lebih efektif dan efisien guna mewujudkan keberhasilan otonomi
khusus di Kabupaten Nduga.
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Informasi di atas menunjukkan bahwa sifat demokratis harus dimiliki
setiap pegawai Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga karena sikap tersebut dapat dijadikan sebagai kajian implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya dalam organisasi bentuk lini dan staf ada dua kelompok
tenaga kerja. Kelompok pertama adalah pegawai yang tugas utamanya bersifat
menterjemahkan tugas pokok menjadi aktivitas, sedang di pihak lain terdapat
pegawai yang tugasnye melakukan kegiatan penunjang demi lancarnya roda
organisasi dan mekanisme kerjasama yang harmonis baik secara kuantitatif
maupun kualitatif, dimana kedua kelompok ini mempunyai peranan penting
dalam merealisasi tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sehubungan dengan pentingnya peranan staf dalam proses manajemen
berarti tidak saja menbahas pentingnya kegiatan-kegiatan yang menunjang
terlaksananya suatu kebijakan dengan efisien dan ekonomis, akan tetapi juga
membahas pentingnva paranan staf dalam membantu manajemen dalam
mengambil keputusan. Sering kurang disadari bahwa tugas utama dari seorang
pemimpin adalah mengambil keputusan. Segala sesuatu yang terjadi dalam
organisasi karena diputuskan demikian bukan karena secara kebetulan terjadi.
Dengan pengambilan keputusan yang tepat maka segala pendadakan dapat
dihindarkan atau dikurangi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dsimpulkan bahwa disposisi pegawai
pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam
pengelolaan keuangan daerah telah memberikan hal yang cukup baik dalam

mengimplementasikan otonomi khusus, karena semua kritik dan aspirasi dari
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aparatur akan ditanggapi sebagai masukan untuk lebih menciptakan akselerasi
pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien sehingga mendukung
keberhasilan implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga.

4. Struktur birokrasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok orang yang
bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur
organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu
dimana masing-masing diberi tugas wewenang dan tanggung jawab sesuai
jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur dimana
merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang
menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang
pembagian tugas, wewenang, ‘anggung jawab serta hubungan antar bagian
berdasarkan susunan tingkat hierarki pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga. Struktur organisasi juga diharapkan dapat
menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya
komunikasi, koordinasi, dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap
kegiatan organisasi baik secara vertical maupun horizontal.

Struktur birokrasi merupakan salah satu penentu implementasi otonomi
khusus, dimana seluruh aparatur yang bertugas dalam melaksanakan kebijakan
memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu
aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi
yang standar (Standard Operating Procedures atau SOP). Dalam hal ini peran

birokrasi sangat penting dalam implementasi otonomi khusus, karena melalui
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struktur birokrasi yang baik, keberhasilan implementasi otonomi khusus dapat
diwujudkan di Kabupaten Nduga.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang efektif karena masih ada
pegawai yang kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai
prosedur dan struktur yang telah ditetapkan. Artinya pegawai harus
bekerja sesuai dengan pembagian tugas masing-masing pegawai, sehingga
tidak dibenarkan pegawai melaksanakan tugas yang bukan bagian dari
kewenangannya.

Informasi di atas menunjukkn bahwa struktur birokrasi memberikan
batasan kerja pegawai agar dapat bekerja sesuai dengan kewenangan dan tugas
pokoknya masing-masing, sehingga tidak ada satu pegawai melakukan tugas
melebihi prosedur yang ditetapkan. Apabila pegawai melanggar, maka akan
mendapat sanksi tegas.

Struktur birokrasi sebagai pelaksana kebijakan yaitu bagaimana standard
operating procedures (SOP) mendukung terhadap efektifitas implementasi suatu
kebijakan dan fragmentation yaitu bagaimana tupoksi masing-masing unit/badan
dapat mengimplementasikan kebijakan secara bertanggungjawab, sehingga akan
menghindarkan adanya lempar tanggungjawab antara satu unit/badan dengan
unit/badan lain dalam melaksanakan suatu kebijakan. Struktur birokrasi meliputi:
fragmentasi, dan standar operasi, yang akan diuraikan berikut ini.

a. Fragmentasi

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab kegiatan rmempengaruhi

implementasi otonomi khusus. Hubungan yang terjadi di antara para pelaksana
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kebijakan sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, apabila pola
hubungan yang terjadi di lingkungan birokrasi tidak baik maka akan
berpengaruh terhadap keberhasilan kebijakan. Pola hubungan pelaksana
kebijakan yang terjadi di dalam lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga berlangsung dengan baik, hal tersebut
terwujud melalui pola kinerja pegawai yang saling bekerja sama untuk
mensukseskan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerabh.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab para pegawai pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong
kurang efektif. Padahal fragmentasi sangat penting dalam menjalankan
tugas karena saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi
secara sehat. Hal itu dilakukan untuk membangkitkan semangat dalam
mencapai keberhasilan implementasi otonomi khusus. Oleh karena itu,
para pegawai dalam menjalankan tugasnya harus saling melengkapi
dan mendukung, dan bekerjasama, namun tetap berkompetisi secara
positif dalam melaksanakan tugasnya agar implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana dengan
baik di Kabupaten Nduga.

Informasi di atas menunjukkan bahwa penyebaran tanggungjawab
tersebut terwujud dalam kinerja pelaksana kebijakan, dimana pegawai
bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Penyebaran
tanggungjawab dalam implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang efektif.
Padahal sangat diperlukan agar saling membantu, melengkapi dan mendukung

satu sama lain agar implementasi otonomi khusus dapat berhasil dilaksanakan.
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Akan tetapi pola hubungan yang baik belum cukup dijadikan faktor
keberhasilan implementasi otonomi khusus, karena ketersediaan modal harus
mampu mencukupi pelaksanaan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Bcerdasarkan uraian di atas, disposisi atau penyebaran tanggungjawab
yang terjadi di dalam lingicungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang efektif. Padahal disposisi sangat
penting dalam menjalankan tugas karena pegawai saling bekerjasama, namun
tetap berkompetisi dalam melaksanakan tugasnya dengan cara sehat dan
positif. Kompetisi tersebut menjadikan pegawai lebih bersemangat dalam
menjalankan tugasnya. Meskipun pegawai berkompetisi dalam melaksanakan
tugasnya tetapi pola hubungan pegawai sebagai pelaksana kebijakan tetap
terjaga dengan baik sebagai wujud adanya kerjasama.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa struktur
birokrasi dalam implementasi otonomi khusus pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga yang terkait dengan penyebaran
tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya masih kurang memadai
karena disiplin ilmu yang dimiliki kurang sesuai dengan bidang kerjanya.
Norma-norma, aturan-aturan bagi para pelaksana otonomi khusus harus ditaati
dengan baik. Selain itu, pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi,
harus saling mengingatkan dan saling membantu bila dalam melaksanakan

tugas menemukan kendala.
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b. Standar operasi

Standard Operating Procedures (SOP) adalah suatu standar atau
pedoman tertulis yang digunakan untuk mendorong dan menggerakkan
pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga untuk mencapai tujuan. SOP merupakan tatacara atau tahapan yang
dibakukan dan harus dilalui untuiz menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
SOP Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
berpedoman kepada: (1) rencana strategis yang terdiri dari pernyataan visi dan
misi, tujuan dan sasaran strategis; dan (2) rencana kinerja Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga.

Standar operasi merupakan hal yang sangat diperlukan dalam
implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga. Standar operasi merupakan suatu kegiatan rutin
yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/birokrat) untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan
standar yang ditetapkan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga. Dalam hal ini peran birokrasi sangat penting
dalam implementasi otonomi khusus karena dengan adanya standar
operasi pelaksanaan, maka implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah akan tercapai sehingga dapat menciptakan akselerasi
pengelolaan keuangan daerah yang efektf dan efisien di Kabupaten Nduga.

Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),

memberikan informasi sebagai berikut:
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Implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga, belum mempunyai standar operasi
yang memadai atau belum sesuai dengan petunjuk praktis pengelolaan
keuangan daerah. Padahal standar operasi tersebut harus sejalan
dengan sistem dan prosedur serta sistem otomatisasi perkantoran yang
meliputi: serangkaian proses mulai dari pencatatan, pendokumenan
sampai dengan pelaporan dalam rangka pengadaan rekap penerimaan
dengan mengguiiakan sistem komputerisasi.

Informasi di atas menunjukkan bahwa standar operasi yang tcrkait
dengan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
sangat bermanfaat bagi terciptanya akselerasi pengelolaan keuangan daerah
dalam mendukung keberhasilan otonomi khusus di Kabuapten Nduga. Oleh
karena itu, Dinas Pengelclaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
membutuhkan standar operasi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya, agar
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah terlaksana
sesuai yang diharapkan. Pegawai menjalankan tugas secara profesional agar
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah dapat
tercapai di Kabupaten Nduga.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga di
kepalai oleh seorang Kepala Dinas, di bawahnya terdapat Sub Bagian. Bagian-
bagian tersebut menjalankan tugas secara profesional yang didukung oleh
keahlian atau pengetahuan, keterampilan dan integritas yang tinggi. Hal ini
dilakukan bertujuan agar pelaksanaan implementasi otonomi khusus dalam

pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga dilaksanakan dengan

efektif dan efisien.
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Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Struktur organisasi atau suasana kerja yang diterapkan oleh Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga khususnya

dalam pengelolaan keuangan daerah harus dapat menciptakan suasana

kerja yang nyaman. Berpedoman dan menjaga komitmen yang telah
dibentuk agar pegawai tetap berusaha menyelesaikan tugas sesuat
mekanisme yang ditetapkan.

Informasi di atas menunjukkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam menciptakan kultur organisasi
pelayanan yang kondusif di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan
struktur organisasinya yaitu tetap menjaga kerjasama antara aparatur dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kerjasuma antara aparatur yaitu
dengan cara membangun sistem kebersamnaan serta hubungan kerja antara
pimpinan dengan bawahan.

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga sangat
dibutuhkan SOP untuk melaksanakan kegiatannya dalam pelaksanaan
kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, agar implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah tidak menyimpang dari
ketentuan dan peraturan yang ada, di mana implementasi tersebut diharapkan
meningkatkan akselerasi pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa standar operasi

yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga

dalam implementasi otonomi khusus dikatakan kurang memadai. Ini terlihat
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dari masih ada pegawai yang tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan
baik karena belum adanya standar operasi yang memadai dalam pengelolaan
keuangan daerah tersebut. Padahal, aparatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerali Kabupaten Nduga dalam melaksanakan tugasnya harus tetap
berpedoman kepada rencana kinerjanya yang mencakup sasaran, program dan
kegiatan yang dilaksanakan dalam rencana strategis tersebut, dimana sasaran
dalam renstra disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program
disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga
kegiatan yang dirumuskan dalam renstra merupakan rincian yang sistematis
dari program yang akan dilaksanakan. Dalam komponen kegiatan ditetapkan
kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi: masukan (inputs),
keluaran (outputs), dan hasil (oufcomes). Hal ini dilakukan sebagai upaya
untuk meningkatkan kompetensi aparatur di bidang pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga.
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Otonomi Khusus
dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Nduga
Otonomi khusus artinya ada perlakuan khusus bagi wilayah atau bangsa.
Secara politis, otonomi khusus biasanya diberikan kalau ada negara yang didirikan
dengan berbagai macam suku bangsa dengan beragam latar belakang sejarah,
politik atau hukumnya. Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga tentu tidak terlepas dari faktor pendukung

dan penghambat kebijakan tersebut.
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1. Faktor pendukung

Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan
politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralistis dan seragam
menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini
selaras dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi
dalam penyelenggaraan pemerintahan menghendaki adanya desentralisasi dan
penghormatan terhadap keberagaman suatu daerah.

Dari sisi sosial ekonomi, sentralisasi yang telah dipraktikan selama masa
orde baru telah melahirkan kesenjangan pusat dan daerah, serta kesenjangan antar
daerah, yang berujung kepada ancaman terhadap integrasi nasional. Desentralisasi
dalam bingkai otonomi daerah diharapkan dapat mewujudkan hubungan pusat
daerah dan antar daerah yang lebih adil dan demokratis. Khusus untuk Kabupaten
Nduga (Papua), implementasi otonomi khusus juga dikarapkan menyeiesaikan
masalah sosial yang terjadi di wilayah tersebut dan mengefektifkan pengelolaan
keuangan daerah.

Pembentukan daerah Kabupaten Nduga pada dasarmya dimaksudkan untuk
meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan
masyarakat melalui implementasi otonomi khusus yang tentu tidak terlepas
dari faktor-faktor pendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (wawancara

tanggal 31 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut
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Untuk mensukseskan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga perlu mempertimbangkan faktor-
faktor pendukung, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas
wilayah, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta
pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah tersebut dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan diberikannya otonomi khusus.

Faktor kemampuan ekonomi merupakan salah satu faktor pendukung
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Nduga. Untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi khusus yang luas, nyata dan
bertanggungjawab di Kabupaten Nduga, maka pembiayaan pemerintahan dan
pembangunan daerah yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah
khususnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi pertimbangan
dalam mewujudkan kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan
pemerintahan di Kabupaten Nduga.

Penerimaan daerah Kabupaten Nduga selama tahun 2010 sampai 2014
berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan
daerah yang sah. Sumber pendapatan asli daerah Kabupaten Nduga adalah hasil
pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang
dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya dana
perimbangan bersumber dari dana hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, dana alokasi
umum, dan dana alokasi khusus. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah
meliputi: dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana
penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari propinsi atau
pemerintah lainnya. Dari sumber keuangan daerah tersebut, maka jumlah

pendapatan Kabupaten Nduga selama tahun 2010 sampai tahun 2014 adalah

ditargetkan sebesar Rp 609.504.379.080,40 dengan terealisasi rata-rata sebesar
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Rp 591.291.324.256,80 atau 97,04 % pertahun. Selanjutnya penerimaan dalam
rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dimana jumlah alokasi
dana otonomi khusus untuk Kabupaten Nudga adalah Rp 76.369.152.000 atau
3,8% dari total alokasi dana otonomi khusus seluruh kabupaten/kota di Provinsi
Papua tahur 2013 adalah sebesar Rp 2.025.511.179.600 (BPKAD Papua, 2014).

Sehubungan dengan sumber penerimaan dan nilai nominai penerimaan
daerah tersebut mengindikasikan bahwa faktor kemampuan ekonomi Kabupaten
Nduga mampu mendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah. Meskipun masyarakat di Kabupaten Nduga yang semakin kritis
menyoroti regulasi, kebijakan pemerintah daerah dari berbagai sudut pandang,
dengan alasan bahwa Implemetasi UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001
hanya sebagai symbol politik tertulis). Sebagai catatan mendasar tersebut paling
terpenting mengukur urgensi masyarakat dalam partisipasi membangun
ekonomi masayarakat secara aktif, dinamis, dan proaktif dalam membangkitkan
semanagat usahanya, dalam berdagang, dan bertani di wilayah terpencil.

Faktor potensi daerah merupakan faktor pendukung implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.
Potensi daerah sebagai objek wisata adalah pegunungan Jayawijaya yang terkenal
karena puncak-puncak salju abadinya, antara lain: Puncak Trikora (4.750 m),
Puncak Mandala (4.700 m) dan Puncak Yamin (4.595 m). Pegunungan ini amat
menarik wisatawan dan peneliti [Imu Pengetahuan Alam karena puncaknya yang
selalu ditutupi salju walaupun berada di kawasan tropis. Lereng pegunungan yang
terjal dan lembah sungai yang sempit dan curam menjadi ciri khas pegunungan

ini. Sehubungan dengan potensi daerah sebagai objek wisata. Selain objek wisata,
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potensi di sektor pertanian termasuk perkebuhan dan hasil hutan cukup besar.
Begitu pula hasil perikanan juga menjadi potensi yang cukup besar di Kabupaten
Nduga. Dengan demikian, faktor potensi daerah, baik di bidang pertanian,
perkebunan, kehutanan, dan perikanan serta pariwisata diharapkan mampu
mendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
di Kabupaten Nduga.

Faktor luas wilayah merupakan faktor pendukung implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga yang memiliki
luas wilayah keseluruhan + 2.168 km? dengan jumlah penduduk + 73.696 jiwa.
Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya terdiri atas 8
(tujuh) distrik, yaitu Distrik Kenyam, Distrik Mapenduma, Distrik Yigi, Distrik
Wosak, Distrik Geselema, Distrik Mugi, Distrik Mbua, dan Distrik Gearek. Pada
saat ini terdapat 32 distrik di Kabupaten Nduga. Ibu kota Kabupaten Nduga
berkedudukan di Kenyam. Sehubungan dengan potensi luas wilayah tersebut
mengindikasikan bahwa faktor luas wilayah mampu mendukung implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Faktor aspek sosial politik merupakan faktor pendukung implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.
Pemerintahan Daerah Kabupaten Nduga terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah sebagai badan legislatif, dan Pemerintah Kabupaten sebagai badan
eksekutif. Pemerintah bersama DPRD Kabupaten Nduga adalah mitra. Pemerintah
daerah dan DPRD merupakan hubungan kerja yang setara dan bersifat kemitraan.
Hubungan kemitraan yang dimaksudkan adalah pemerintah dan DPRD adalah

sama-sama bermitra kerja dalam membuat kebijakan untuk melaksanakan
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otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing. Kedua lembaga tersebut
bisa membangun suatu hubungan kerja yang sinergi, saling mendukung, serasi
serta tidak saling mendominasi satu sama lain terutama dalam melaksanakan tugas
dan fungsi masing-masing. Selain itu, dalam rangka penvelenggaraan Otonomi
Khusus dibentuk pula Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan
representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu
dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua, dengan berlandaskan
pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan
pemantapan kerukunan hidup beragama. Sehubungan dengan pertimbangan dari
aspek sosial politik tersebut mengindikasikan bahwa sosial budaya mampu
mendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
di Kabupaten Nduga.

Faktor pertahanan dan keamanan juga merupakan faktor penduxung
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Nduga. Strategi yang ditempuh untuk mencapai tujuan pertahanan keamanan di
Kabupaten Nduga ialah mewujudkan daya tangkal terhadap gangguan keamanan
dari dalam dan ancaman dari luar dengan membangun kemampuan pertahanan
keamanan serta meniadakan kerawanannya dengan mengikutsertakan Polri dan
TNI untuk menjadi keamanan di Kabupaten Nduga. Sehubungan dengan
pertimbangan dari aspek pertahanan dan keamanan tersebut mengindikasikan
bahwa pertahanan dan keamanan mampu mendukung implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

Faktor pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah tersebut

terutama dalam menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan diberikannya otonomi
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khusus tersebut, termasuk kemampuan aparatur pemerintah di Kabupaten Nduga
untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan sarana bangunan perkantoran.
Selain itu, untuk menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Nduga, dibentuk
perangkat daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Badan/Dinzs daerah, lembaga teknis daerah, dan unsur perangkat.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor
pendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah
di Kabupaten Nduga, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas
wilayah, dan pertimbangan dari aspek sosial budaya, aspek sosial politik,
aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain yang
memungkinkan daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan

diberikannya otonomi khusus.

2. Faktor Penghambat

Otonomi khusus Papua tidak dapat dikatakan sebagai bentuk kesepakatan
bersama, melainkan produk dari pemerintah pusat untuk meredam konflik yang
terjadi. Otonomi khusus Papua dibuat sebagai upaya untuk menyelesaikan
konflik. Akibatnya, belum ada pemahaman bersama dari pihak-pihak yang terlibat
konflik terhadap eksistensi otonomi khusus. Bagi pemerintah pusat, otonomi
khusus adalah wujud nyata ikhtiar untuk menyelesaikan konflik, sedangkan bagi
sebagian masyarakat Papua otonomi khusus adalah ciptaan pemerintah pusat
untuk menghentikan perlawanannya.

Tujuan pemberiém otonomi khusus bagi Papua termasuk di Kabupaten
Nduga adalah untuk menyelesaikan akar permasalahan sesuai dengan aspirasi

masyarakatnya. Namun demikian, substansi UU Otonomi Khusus Papua itu
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sendiri tidak mencakup upaya penyelesaian seluruh akar persoalan di Papua.
UU Otonomi Khusus Papua hanya dapat digunakan sebagai instrumen normatif
untuk menyelesaikan akar persoalan berupa kesenjangan, persamaan kesempatan,
serta perlindungan hak dasar dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan otonomi khusus dan implementasinya di Papua dinilai gagal,
namun masih ada daerah otonom yang berhasil mensukseskan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, seperti halnya di Kabupaten
Nduga. Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga dinilai terlaksana cukup baik sesuai peraturan dan tujuan yang
diharapkan. Meskipun demikian, bukan berarti tidak menemui kendala dalam
mengimplementasikan otonomi khusus tersebut.

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga yang hingga saat ini tidak memiliki perangkat hukum sehingga
pengelolaannya menjadi tidak jelas dan memberikan kesempatan penyalahgunaan.
Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah, (wawancara tanggal 31 Maret 2015), memberikan informasi sebagai
berikut:

Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: dana otonomi khusus
untuk pembangunan masyarakat selama ini diintegrasikan ke dalam APBD
dalam pembangunan di Kabupaten Nduga. Tidak menjadi jelas sejumlah
anggaran yang bersumber dari APBD dan anggaran dari sumber otonomi
khusus, demikian juga peruntukan dan prosentasenya pada sektor-sektor
pembangunan pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain.

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di

Kabupaten Nduga masih menemui kendala sehingga perlu penanganan serius oleh

para Pemangku Kepentingan. Selain itu, pemerintahan Kabupaten Nduga juga
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mampu meminimalisir konflik dan kekerasan dalam menjalankan roda
pemerintahan daerah dengan baik, walaupun masih terdapat riak-riak kecil
kekerasan di wilayah tersebut.

Menurut Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 18 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: ketidaksamaan

pemahaman dan persepsi tentang otonomi khusus, ketidakpercayaan antara
masyarakat Papua dan pemerintah pusat, ketidaksiapan pemerintah daerah,
serta kuantitas dan kualitas pelaksana otsus yang masih terbatas.

Selanjutnya menurut Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 16 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan

keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: belum adanya petunjuk

teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari UU Otsus, belum ditetapkannya

Perdasus tentang pembagian, pengelolaan serta penerimaan keuangan

sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus, pola hubungan kerja

yang belum terbangun secara sinergis antara eksekutif, legislatif dan

Majelis Rakyat Papua (MRP) di Kabupaten Nduga, dan upaya yang

dilakukan oleh Pemda dalam implementasi otsus belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten
Nduga, antara lain: ketidaksamaan pemahaman dan persepsi tentang otonomi
khusus, ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat,
ketidaksiapan pemerintah daerah, kuantitas dan kualitas pelaksana otsus yang

masih terbatas, belum adanya Peraturan Pemerintah sebagai penjabaran dari UU

Otsus, belum ditetapkannya Perdasus tentang pembagian, pengelolaan serta
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penerimaan keuangan sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus, pola
hubungan kerja yang belum terbangun secara sinergis antara eksekutif, legislatif
dan Majelis Rakyat Papua (MRP), dan upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam

implementasi Otsus belum maksimal.
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BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:

1. Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga, yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi belum sepenuhnya terlaksana yang diharapkan.
a. Aspek komunikasi yang meliputi: transformasi atau penyampaian

informasi, kejelasan informasi, dan konsistensi penyampaian informasi,
dinilai kurang baik oleh informan sehingga perlu ditingkatkan guna
mendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga.

b. Aspek sumber daya yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya
anggaran dan waktu dan sumber daya informasi dan kewenangan, yang
dinilai kurang memadai oleh informan, sehingga perlu ditingkatkan guna
mendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga.

c. Aspek disposisi yang meliputi: komitmen, keterbukaan dan kejujuran,
tingkat pendidikan, norma dan sifat demokratis, dinilai masih kurang oleh
informan sehingga perlu ditingkatkan guna mendukung implementasi

otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.
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d. Aspek struktur birokrasi yang meliputi: fragmentasi (penyebaran tanggung
jawab), dan standar operasi, dinilai belum memadai oleh informan
sehingga perlu ditingkatkan lagi guna mendukung implementasi otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, sebagai berikut:

a. Faktor pendukung, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas
wilayah, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta
pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah tersebut dapat
menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan diberikannya otonomi khusus,
dimana keenam faktor tersebut dioptimalkan pelaksanaannya.

b. Faktor penghambat, antara lain: ketidaksamaan pemahaman dan persepsi
tentang otonomi khusus, ketidakpercayaan antara masyarakat Papua
dan pemerintah pusai, ketidaksiapan pemerintah daerah, kuantitas dan
kualitas pelaksana otsus yang masih terbatas, belum adanya Peraturan
Pemerintah sebagai penjabaran dari UU Otsus, belum ditetapkannya
Perdasus tentang pembagian, pengelolaan serta penerimaan keuangan
sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus, pola hubungan kerja
yang belum terbangun secara sinergis antara eksekutif, legislatif dan
Majelis Rakyat Papua (MRP), dan upaya yang dilakukan oleh Pemda
dalam implementasi otsus belum maksimal.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka penulis mengajukan

beberapa saran sebagai berikut:
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1. Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga, yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya,
disposisi, dan struktur birokrasi masih perlu diberdayakan secara maksimal
guna mendukung terwujudkan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Kabupaten Nduga.

2. Faktor pendukung lebih diberdayakan dan ditingkatkan termasuk: kemampuan
ekonomi daerah, potensi daerah, luas wilayah diefektifkan, dan pertimbangan
aspek sosial budaya dan aspek sosial politik diberdayakan guna mendukung
perekonomian daerah, serta aspek pertahanan dan keamanan juga ditingkatkan
untuk mengurangi konflik, serta menyelenggarakan pemerintahan juga
diefektifkan guna mendukung terwujudnya tujuan diberikannya otonomi
khusus di Kabupaten Nduga.

3. Faktor penghambat perlu diminimalisir dan dicari solusi penyelesaiannya
dengan menyamakan pemahaman dan persepst tentang otonomi khusus,
meningkatkan kepercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat,
meningkatkan pemerintah daerah, meningkatkan kuantitas dan kualitas
pelaksana otsus yang masih terbatas, menyediakan Peraturan Pemerintah
sebagai penjabaran dari UU Otsus, menetapkan Perdasus tentang pembagian,
pengelolaan serta penerimaan keuangan sebagai bagian dari implementasi
otonomi khusus, membentuk pola hubungan kerja yang terbangun secara

sinergis antara eksekutif, legislatif dan Majelis Rakyat Papua (MRP).
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Lampiran 1. Pedoman Wawancara

IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NDUGA

Pertanyaan-Pertanyaan untuk Informan:.

1. Bagaimanakah perihal pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang
papua yang menjadi kekhususan dari otonomi khusus ?

2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pegawai terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

3. Bagaimanakah penyampaian informasi terkait dengan implementasi otonoini
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

4. Bagaimanakah interaksi komunikasi yang terjadi antara aparatur di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

5. Bagaimanakah konsistensi penyampaian informasi kepada seluruh staf di
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

6. Bagaimanakah kejelasan penyampaian informasi terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

7. Bagaimanakah peran sumber daya manusia (pegawai) terkait dengan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

8. Bagaimanakah kriteria kemampuan pegawai terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

9. Bagaimanakah pengembangan sumber daya manusia (pegawai) untuk
mengimplementasikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga ?

10. Bagaimanakah peran sumber daya anggaran terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga ?
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11. Bagaimanakah peran sumber daya waktu terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga ?

12. Bagaimanakah peran dan bentuk sumber daya informasi terkait dengan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga ?

13. Bagaimanakah peran disposisi atau sikap pegawai terkait dengan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga ?

14. Bagaimanakah bentuk penerapan norma-norma di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga untuk mensukseskan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga ?

15. Bagaimanakah komitmen Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah ?

16. Bagaimanakah sikap keterbukaan yang dilakukan Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah ?

17. Bagaimanakah peran tingkat pendidikan pegawai terkait dengan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga ?

18. Bagaimanakah peran norma atau aturan yang berlaku terkait dengan
implementasi otcnomi kbhusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga ?

19. Bagaimanakah bentuk sikap demokratis yang dimiliki pegawai untuk
mengimplementasikan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga ?

20. Bagaimanakah struktur birokrasi yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam mendukung keberhasilan
implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga ?

21. Bagaimanakah peran fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab para
pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga dalam mendukung implementasi otonomi khusus?

22. Bagaimanakah standar operasi pengelolaan keuangan daerah pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam mendukung
implementasi otonomi khusus?

23. Bagaimanakah Struktur organisasi atau suasana kerja yang diterapkan oleh
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga?
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24. Faktor-Faktor apakah yang mendukung implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.?

25. Faktor-Faktor apakah yang menghambat implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga ?

Terima kasih.
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Lampiran 2. Hasil Wawancara dengan Informan

IMPLEMENTASI OTONOMI KHUSUS DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH PADA DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN NDUGA

Hasil Wawancara Informan:.

1. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (wawancara tanggal 13
Maret 2015):

Otonomisasi itu dijalankan sebagai tanggapan terhadap tuntutan kaum
minoritas yang berbeda suku dengan suku-suku mayoritas lainnya. Pemberian
otonomi khusus tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan,
penegakan supremasi hukum, penghormatan ierhadap HAM, percepatan
pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat
Papua, dalam rangka kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan daerah
lain

2. Kepala Dinas Pengelolaan Kevuangan dan Aset Daerah, (wawancara tanggal
14 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Tugas inti dari para pegawai kami adalah mengkomunikasikan kebijakan
dengan baik, supaya objek komunikasi lebih paham dan mengerti tentang
maksud dan tujuan dari materi yang akan dikomunikasikan. Pesan-pesan yang
disampaikan oleh pegawai kadangkala berlainan dan tidak selamanya sejalan
satu sama lain, tetapi proses komunikasi dapat berjalan lancar apabila pesan-
pesan yang disampaikan oleh pegawai tidak bertentangan atau saling
mendukung satu sama lain

3. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (wawancara tanggal
14 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Proses komunikasi yang berlangsung dalam implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain melalui
transformasi atau penyampaian informasi kebijakan publik termasuk
implementasi otonomi khusus. Penyampaian informasi kebijakan tersebut
ditujukan kepada sasaran yang tepat karena dengan penyampaian informasi
kebijakan otonomi khusus yang jelas, maka dapat mendukung pengelolaan
keuangan daerah yang baik di Kabupaten Nduga

4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga,
(wawancara tanggal 14 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:
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Dalam memberikan kejelasan informasi tentang implementasi otonomi
khusus, maka pihak pelaksana kebijakan dalam hal ini adalah aparatur pada
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga telah
mengupayakan kejelasan penyampaian informasi yang terkait dengan
penerapan otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, namun masih
saja ada belum mampu melaksanakan tugas dengan baik.

5. Sekretaris Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga,
(wawancara tanggal 14 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Secara umum interaksi komunikasi yang terjadi antara aparatur di Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga di dalam
mengimlementasikan otonomi khusus dapat dikatakan mash kurang baik, hal
ini dibuktikan dengan ketidakkejelasan di dalam penyampaian informasi
dalam pengelolaan keuangan daerah tersebut. Padahal kejelasan informasi
tersebut sebagai ukuran tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan dan hal-
hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan umum yang wajib
diinformasikan secara terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang
membutuhkan agar mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh
masyarakat

6. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asei Daerah
Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 16 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Penyampaian informasi mengenai implementasi otonomi khusus dilakukan
dengan penyampaian informasi kepada setiap kepala bagian pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Sebagai tindak
lanjutnya, maka para kecpala bidang juga menginformasikannya kembali
kepada seluruh stafnya, bentuk penyampaiannya melalui penjelasannya bahwa
implementasi otonomi khusus merupakan suatu aplikasi yang didesain untuk
meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah
tersebut.

7. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 16 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Proses penyampaian informasi terkait implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh setiap Bidang dan Kepala Seksi
yang ada pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga, hal tersebut dilakukan agar informasi kebijakan otonomi khusus
tersebut dapat ditransformasikan secara tepat kepada tiap aparatur.
Penyampain informasi tersebut dilakukan dengan cara memberitahukan
kepada tiap individu melalui kepala bidangnya bahwa pelaksanaan kegiatan
pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan efektif sesuai yang
diharapkan.
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8. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 18 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku
agar tidak enyimpang dari peraturan yang dijadikan landasan hukum dalam
implementasi otonomi khusus tersebut. Meskipun demikian, konsistensi
penyampaian informasi tersebut masih kurang karena masih ada pegawai yang
kesulitas di dalara penyelcsaikan pekerjaannya.

9. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 19 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, dintinjau dari aspek konsistensi dalam
penyampaian informasi terlaksana kurang baik karena kurang sesuai
dengan peraturan yang berlaku. Padahal, peraturan sebagai pedoman
penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah mendorong pegawai untuk
tidak melanggar dari ketentuan-ketentuan yang berlaku. Artinya aparatur
tersebut tetap berkonsisten dalam menjalankan tugasnya dan juga konsisien
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Wujud dari ketidak
konsistennya tersebut acalah tidak memberikan kemudahan atau berbelit-belit
yang menyulitkan, tidak transfaran dan tidak profesional.

10. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 19 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Informasi yang jelas di dalam implementasi otonomi daerah sangat bermanfaat
bagi terciptanya efektifitas dan efisiensi kerja. Kejelasan informasi yang
terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
belum terlaksana dengan baik terutama dalam hal perencanaan, pelaksanaan
maupun dalam bentuk laporan keuangan daerah. Padahal, dengan adanya
kejelasan informasi terscbut dapat membantu proses pengelolaan keuangan
daerah, termasuk memberikan banyak perubahan dalam mengefektitkan
pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

11. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 19 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Secara empiris, pemahaman masing-masing orang berbeda pcrihal, dimana

sesuatu hal akan lebih mudah diserap dan dipahami jika komunikasi tersebut
diperlihatkan dibandingkan hanya diperdengarkan atau dibacakan saja. Hal
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tersebut akan lebih baik lagi hasilnya jika sesuatu yang dikomunikasikan
tersebut selain diperlihatkan juga sekaligus dipraktikkan agar yang informasi
yang disampaikan tersebut jelas dan dipahami dengan baik.

12. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 19 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Kriteria sumber daya manusia yang mampu mengimplementasikan otonomi
khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang memadai dan belum
memenuhi standar. Hal ini dibuktikan dengan diadakan pendidikan ikatan
Dinas secara berkesinambungan bagi pegawai kejenjang yang lebih tinggi
untuk mengikuti kuliah dan mengikuti berbagai pelatihan, baik yang
diselenggarakan oleh tingkat kabupaten/kota, maupun pusat atau provinsi.

13. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 19 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Pengembangan sumber daya manusia yang ada di Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga, dapat dikatakan kurang
memadai, sehingga para pegawai mendapatkan pelatihan khusus dan bahkan
diberi kesempatan untuk melanjutnya pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi
sesuai bidang tugas masing-masing pegawai. Hal ini dimaksudkan agar dalam
implementasi otonomi khusus para pegawai dapat memiliki kemampuan kerja
dan melaksanakan tugasnya sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

14. Kepala Bidang Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 23 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sumber daya anggaran sangat diperlukan untuk keberhasilan implementasi
otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah, karena semua program
kebijakan tersebut memerlukan modal yang tidak sedikit. Oleh karena itu,
kesiapan modal sangat diperlukan, seperti untuk pembelian alat-alat komputer,
pengadaan sarana-prasarana, dan pengadaan jaringan komunikasi lainnya.

15. Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 23 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sumber daya waktu sangat diperlukan, karena dalam implementasi otonomi
khusus diperlukan waktu yang cukup lama agar kebijakan tersebut dapat
berhasil, akan tetapi bukan hanya waktu saja yang diperlukan melainkan
manusia dan modal juga penting. Oleh karena itu ketiga faktor ini sangat
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diperlukan untuk mendukung keberhasilan implementasi otonomi khusus
dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga.

16. Skala waktu merupakan interval antara dua buah keadaan/kejadian, atau bisa
merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Sebagaimana dikemukakan
oleh Kepala Seksi Pengendalian APBD pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerzh Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 23 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Sumber daya informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah
di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga dalam
pelaksanaannya diperoleh dari: (a) Sumber daya manusia, baik aparatur dan
masyarakat yang melakukan proses pendaftaran wajib pajak; (b) Sumber daya
peralatan, berupa komputerisasi; (¢) Sumber daya anggaran, yakni anggaran
rutin untuk biaya pemeliharaan komputerisasi, program internet dan sumber
daya peralatan lainnya yang mendukung proses pengelolaan keuangan daerah
di Kabupaten Nduga.

17. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Disposisi yang dimaksud adalah sikap para administrator di dalam
melaksanakan suatu kebijakan secara efektif termasuk implementasi otonomi
khusus. Hal ini menunjukkan sikap rasa tanggungjawab masih kurang dari
administrator untuk mengimplementasikan otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga sehingga tidak dilaksanakan dengan
penuh kesadaran dan kesunguhan.

18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:

Penerapan norma-norma di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, belum dilakukan sesuai peratutan atau tata tertib yang
berlaku. Prinsip ini selalu diingatkan oleh Kepala Dinas dalam setiap rapat
koordinasi. Oleh karena itu, norma-norma akan menentukan apa yang boleh
dan tidak boleh dilakukan oleh pegawai karena norma menentukan batas-batas
normatif perilaku pegawai, menentukan sifat dan bentuk-bentuk pengendalian
dan pengawasan, menentukan gaya manajerial yang dapat diterima oleh
pegawai, dan menentukan cara-cara kerja yang tepat sehingga pengelolaan
keuangan daerah terlaksana dengan baik sesuai peraturan berlaku.

19. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret
2015), memberikan informasi sebagai berikut:
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Norma-norma yang terkait dengan implementasi otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dengan cara penegakan
kedisiplinan, keramahan dan kesopanan. Setiap pegawai di dalam memberikan
pelayanan, baik sesama pegawai maupun masyarakat selalu memperhatikan
etika dan kesopanan dalam berkomunikasi terutama dalam tutur bahasa, raut
muka, maupun bahasa tubuh. Setiap pegawai dalam mengelola keuangan
daerah harus sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Begitu pula, petugas
penilai teknis memberikan penilaian secara objektif dan mengambil keputusan
berdasarkan keahliannya, serta memberikan masukan kepada pengambil
keputusan berdasarkan keahliannya secara jujur dan bertanggung jawab

20. Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 25 Maret 2015),
memberikan informasi sebagai berikut:

Komitmen Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga
masih kurang. Padahal sikap ini harus dimiliki oleh pegawai karena dengan
berkomitmen maka dapat mengimplementasikan otonomi khusus dalam
pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan dan tujuan yang ditetapkan
tanpa menyelewengkan suatu pekerjaan apapun karena penerapannya
mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 30 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sikap keterbukaan yang dilakukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga tergolong masih kurang sesuai dengan prosedur
telah ditetapkan, seperti kurang jujur dalam penyampaian dan penyerahan
informasi keuangan daerah Kabupaten Nduga. Padahal, sikap jujur tersebut
dapat memberikan dampak baik dalara pengelolaan keuangan daerah guna
menunjang keberhasilan implementasi otonomi khusus di Kabupaten Nduga

22. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam implementasi otonomi
khusus, di mana pegawai yang ditugaskan sudah berupaya melaksanakan
kebijakan yakni implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah, namun masih kurang didukung oleh tingkat pendidikan yang pada
umumnya masih rendah. Padahal dalam pelaksanaan tugas tersebut
dibutuhkan pegawai yang berkualitas, yang dapat dilihat dari berbagai
perspektif, yakni: input, proses, dan output. Input mutu yang tersedia sangat
menentukan mutu pada kegiatan proses, dimana perspektif input dan proses
sangat menentukan keberhasilan output atau produktifitas kerja pegawai.
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23. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah selalu
memperhatikan norma atau aturan yang berlaku, karena menginginkan
implementasi otonomi khusus dapat berhasil. Selain itu, juga dengan adanya
norma atau aturan maka dapat menciptakan kedisipilinan di antara aparatur,
sehingga aparatur akan bekerja dengan disiplin demi mencapai keberhasilan
implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di
Kabupaten Nduga.

24. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Aturan yang berlaku di lingkungan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga masih perlu diefektifkan, karena aturan merupakan
langkah pemerintah untuk memberikan peringatan kepada aparatur dalam
menjalankan tugasnya. Peringatan tersebut bertujuan agar pegawai dalam
menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku,
karena dengan adanya norma-norma tersebut para pegawai akan dibatasi
sikapnya, dimana ia tidak dapat bertindak sesuai dengan keinginan pribadinya
melainkan menjalankan tugas yang harus sesuai koridor hukum yang berlaku
guna kepentingan pemerintah dan negara.

25. Menurut seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Sifat demokratis yang dimiliki pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong masih kurang. Padahal sifat
demokratis merupakan wujud atas kemampuan menerima masukan atau
aspirasi dari pihak lain, di mana pelaksana kebijakan dapat memberikan kritik
apabila kebijakan yang diterapkan tidak memberikan perubahan terutama
dalam pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan efisien guna
mewujudkan keberhasilan otonomi khusus di Kabupaten Nduga.

26. Pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan informasi sebagai
berikut:

Struktur birokrasi yang ada di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga tergolong kurang efektif karena masih ada pegawai yang
kurang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai prosedur dan
struktur yang telah ditetapkan. Artinya pegawai harus bekerja sesuai dengan
pembagian tugas masing-masing pegawai, sehingga tidak dibenarkan pegawai
melaksanakan tugas yang bukan bagian dari kewenangannya.
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27. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Fragmentasi atau penyebaran tanggungjawab para pegawai pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga tergolong kurang
efektif. Padahal fragmentasi sangat penting dalam menjalankan tugas karena
saling membantu dan bekerjasama serta berkompetisi secara sehat. Hal itu
dilakukan untuk membangkitkan semangat dalam mencapai keberhasilan
implementasi otonomi khusus. Oleh karena itu, para pegawai dalam
menjalankan tugasnya harus saling melengkapi dan mendukung, dan
bekerjasama, namun tetap berkompetisi secara positif dalam melaksanakan
tugasnya agar implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan
daerah dapat terlaksana dengan baik di Kabupaten Nduga.

28. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Implementasi otonomi khusus di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, belum mempunyai standar operasi yang memadai
atau belum sesuai dengan petunjuk praktis pengelolaan keuangan daerah.
Padahal standar operasi tersebut harus sejalan dengan sistem dan prosedur
serta sistem otomatisasi perkantoran yang meliputi: serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pendokumenan sampai dengan pelanoran dalam rangka
pengadaan rekap penerimaan dengan menggunakan sistem komputerisasi

29. Seorang pegawai pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan  Aset Daerah
Kabupaten Nduga (wawancara tanggal, 31 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Struktur organisasi atau suasana kerja yang diterapkan oleh Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nduga khususnya dalam pengelolaan
keuangan daerah harus dapat menciptakan suasana kerja yang nyaman.
Berpedoman dan menjaga komitmen yang telah dibentuk agar pegawai tetap
berusaha menyelesaikan tugas sesuai mekanisme yang ditetapkan.

30. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (wawancara tanggal
31 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut

Untuk mensukseskan implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga perlu mempertimbangkan faktor-faktor
pendukung, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah,
aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan
syarat lain yang memungkinkan daerah tersebut dapat menyelenggarakan dan
mewujudkan tujuan diberikannya otonomi khusus.

31. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (wawancara tanggal
31 Maret 2015), memberikan informasi sebagai berikut:
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Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: dana otonomi khusus untuk
pembangunan masyarakat selama ini diintegrasikan ke dalam APBD dalam
pembangunan di Kabupaten Nduga. Tidak menjadi jelas sejumlah anggaran
yang bersumber dari APBD dan anggaran dari sumber otonomi khusus,
demikian juga peruntukan dan prosentasenya pada sektor-sektor
pembangunan pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan lain-lain.

32. Kepala Bidang Perbendaharaan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga, wawancara tanggal 18 Maret 2015, memberikan
informasi sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: ketidaksamaan pemahaman
dar persepsi tentang otonomi khusus, ketidakpercayaan antara masyarakat
Papua dan pemerintah pusat, ketidaksiapan pemerintah daerah, serta kuantitas
dan kualitas pelaksana otsus yang masih terbatas.

33. Kepala Bidang Anggaran pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga, (wawancara tanggal 16 Maret 2015), memberikan
informasi sebagai berikut:

Faktor penghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan
keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: belum adanya petunjuk
teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari UU Otsus, belum ditetapkannya
Perdasus tentang pembagian, pengelolaan serta penerimaan keuangan sebagai
bagian dari implementasi otonomi khusus, pola hubungan kerja yang belum
terbangun secara sinergis antara eksekutif, legislatif dan Majelis Rakyat Papua
(MRP) di Kabupaten Nduga, dan upaya yang dilakukan oleh Pemda dalam
implementasi otsus belum maksimal
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Bersama ini disampaikan kepada Kepala UPBJJ-UT Jayapura

hahwa :

Nama : Darmanto

Nim : 500031631

Judul! Tesis : Implementasi Otonomi Khusus dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Asst Daerah
Kabupaten Nduga.
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dalam penulisan Tesis dari tanggal, 13 Maret 2015 s/d 31 Maret
2015 pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
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PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA

DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KENYAM - DISTRIK KENYAM

Nomor : 900/ D&l/DPKAD/2015 Kepada
Lampiran Yth. Kepala UPBJJ-UT
Perihal : Jawaban [jin Penelitian Jayapura
di-
Jayapura

Menindaklanjuti surat Kepala UPBJJ-UT Jayapura Nomor :
005/UN31.52/AK/2015, Tanggal 10 Maret 2015 Perihal
Permohonan liin Pengambilan Data Penelitian. Untuk itu pada
perinsipnya kami tidak berkebaratan yang bersangkutan
melakukan penelitian pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Nduga. Dengan identitas Peneliti sebagai

berikut :

Nama : Darmanto

Nim : 500031631

Judul Tesis . Implementasi Otonomi Khusus dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Nduga.

Program Studi :S2 Magister Administrasi Publik (MAP)
Universitas Terbuka

JUPBJJ-UT :  Jayapura Pokjar Wamena

Demikan kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kenyam,  April 2015

— .,
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